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MOTTO 
 
 
َا منَِّإ ءاَزَج  َنيِذملا  َنوحِبراَحيُ  َهّللا  حهَلوحسَرَو  َنْوَعْسَيَو  ِف  ِضْرَلأا   اداَسَف نَأ  ْاوحلم تَقح ي  ْوَأ  ْاوحبملَصحي  ْوَأ 
 َعمطَقح ت  ْمِهيِدَْيأ محهحلحجْرَأَو  ْنِّم   فلاِخ  ْوَأ  ْاْوَفنحي  َنِم  ِضْرَلأا  َكِلَذ  ْمحَلَ   يْزِخ  ِف اَي ْن ُّدلا  ْمحَلََو  ِف 
 ِةَرِخلآا   باَذَع   ميِظَع – : ةدئآلما(٣٣) - 
 
 
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat 
kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di 
akhirat mereka mendapat azab yang besar” 
(Q.S Al-Ma‟idah : 33) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
x 
 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
   Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
xi 
 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
xii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
 
xiii 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دمحم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
AATIK FARIDA AMALIA TSALIS, NIM 15.21.3.1.071, “STUDI 
KOMPARATIF MENGENAI HUKUMAN TERHADAP PELAKU 
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 
POSITIF DAN FIQH JINA>YAH”, tindak pidana pemerkosaan merupakan 
suatu perbuatan yang merusak moralitas, kehormatan serta harkat dan 
martabat manusia sehingga menjadi kejahatan yang memiliki tingkat 
seriusitas tinggi karena mengundang tumbuhnya ketakutan pada kejahatan di 
dalam masayarakat. Kejahatan pemerkosaan telah diatur dalam Kitab Undan-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak serta dalam 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman 
hukuman kejahatan pemerkosaan cukup berat namun tingkat kejahatan justru 
semakin meningkat bahkan banyak yang disertai dengan tindak pidana 
penganiayaan dan pembunuhan. Sehingga fokus masalah yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana hukuman bagi pelaku 
kejahatan pemerkosaan dalam hukum positif dan fiqh jina>yah serta 
menggunakan analisis komparatif mengenai perbedaan dan persamaan 
ancaman hukuman dari kedua sistem hukum tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Kualitatif literer yang mana memerlukan data kepustakaan, lantaran kajian 
dalam penelitian ini membahas mengenai perbandingan hukuman antara 
hukuman dalam sistem hukum pidana positif dan hukuman dalam fiqh 
jina>yah. Sehingga dalam penelitian ini mampu memaparkan hasil analisis 
komparatif mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. 
Karena dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, 
maka hasil penelitian ini berupa persamaan dan perbedaan mengenai 
hukuman tindak pidana pemerkosaan dari sistem hukum pidana positif dan 
fiqh jina>yah. Persamaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah dari unsur-
unsur tindak pidana pemerkosaan, ukuran hukuman serta pelaku yang tidak 
dapat dihukum. Sedangkan perbedaannya pertama, dari kedua sistem 
tersebut adalah dalam fiqh jina>yah tidak terdapat istilah pemerkosaan dan 
ketentuan hukum sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat ketentuan 
hukum yang jelas. Kedua, hukuman yang dijatuhkan dalam hukum positif 
berupa pidana penjara dan denda, sedangkan dalam fiqh jina>yah dihukum 
dapat dihukum rajam atau cambuk atau potong tangan dan kaki secara 
bersilang. Ketiga, dalam fiqh jina>yah terdapat ketentuan pelaku tindak 
pidana yang sudah menikah atau belum, sedangkan dalam hukum pidana 
positif tidak terdapat ketentuan tersebut. 
 
 
Kata kunci: Pemerkosaan, Hukuman, Hukum Pidana Positif dan fiqh jina>yah. 
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ABSTRACT 
AATIK FARIDA AMALIA TSALIS, NIM 15.21.3.1.071, 
“COMPARATIVE STUDY OF PUNISHMENT ON CRIMINAL THE 
CRIME OF RAPE OF POSITIVE AND FIQH JINA>YAH 
PERSPECTIVE” crime of rape is an act that damages morality, honor and 
dignity and human dignity increases to a higher level of opposition because it 
invites the growing challenge to crime in the community. Rape crimes have 
been regulated in the Criminal Law Book, the Child Protection Act and also 
in the Law on the Elimination of Domestic Violence. The threat of rape crime 
is quite heavy but higher compared to violent protests of abuse and murder. 
So the focus of the problem raised in this study is to describe how the 
punishment for perpetrators of rape crimes in positive law and fiqh jina>yah 
and to use a comparative analysis of the differences and similarities in the 
threat of punishment from the two legal systems. 
The research method used in this study is Qualitative literary which 
requires library data, because the study in this study discusses the comparison 
of penalties between punishment in a positive criminal law system and 
punishment in fiqh jina>yah. So that in this study it was able to present the 
results of a comparative analysis of the penalties for perpetrators of rape 
crimes.  
Because in this study is descriptive comparative analysis, the results 
of this study are in the form of similarities and differences regarding the 
punishment of criminal acts of rape from the positive criminal law system and 
fiqh jina>yah. The similarity of the two legal systems is from the elements of 
the crime of rape, the size of the sentence and the perpetrators who cannot be 
punished. While the first difference, from the two systems is that in fiqh 
jina>yah there is no term rape and legal provisions while in positive criminal 
law there are clear legal provisions. Second, the penalties imposed in positive 
law are in the form of imprisonment and fines, whereas in fiqh jina>yah can be 
punished by stoning or whipping or cutting hands and feet crossed. Third, in 
fiqh jina>yah there are provisions for criminal offenders who have been 
married or not, whereas in positive criminal law there are no such provisions. 
 
 
Keywords: Rape, Punishment, Positive Criminal Law and fiqh jina>yah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan (crime) merupakan suatu tingkah laku yang melanggar hukum 
dan melanggar norma-norma sosial bahkan norma-norma agama sehingga 
masyarakat menentangnya, kejahatan adalah perbuatan manusia yang telah 
memenuhi kaidah hukum pidana yang dapat dihukum (dipidana).
1
 Pidana 
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang 
yang melakukan kejahatan. Dengan adanya ancaman pidana bertujuan sebagai 
pencegahan khusus yaitu untuk menakut-nakuti atau membuat jera pelaku agar 
tidak melakukan kejahatannya lagi serta bertujuan untuk melindungi dan 
memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban 
masyarakat sebagai satu kesatuan (for the public as a whole).
2
  
Dalam hukum Islam, kejahatan (jari>mah/jina>yat) adalah 
larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya 
membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Dengan kata lain, melakukan 
(commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa 
kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.
3
 ). sebagian 
fuqaha menggunakan kata jina>yah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa 
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 Soedjono Dirdjosisworo, Respon terhadap Kejahatan Introduksi Hukum Penanggulangan 
Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention), (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum 
Bandung Press, 2002), hlm. 1. 
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Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20. 
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atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan 
lain sebagainya, dengan demikian istilah fiqh jina>yah sama dengan hukum pidana.4 
Semakin berkembangnya suatu zaman serta tingkat kemajuan yang sedang 
dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Salah satu 
bentuk kejahatan yang harus diantisipasi adalah tindak pidana pemerkosaan. 
Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan 
meresahkan masyarakat, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, 
baik dari perspektif etika maupun agama. Seperti dikemukakan oleh Mulyana W. 
Kusumah pemerkosaan ialah salah satu kejahatan yang mempunyai tingkat serius 
yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “fear of crime” yaitu ketakutan pada 
kejahatan di dalam masyarakat.
5
 
Beberapa contoh kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 
2018 yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh supir angkot terhadap 
karyawati yang bekerja di kawasan industri Batamindo, mukakuning, Batam. 
Peristiwa tersebut terjadi di dalam angkot dan pelaku mengancam korban dengan 
senjata tajam yang panjangnya 15 cm dan menodongkan ke leher korban.
6
 Contoh 
kasus lain yaitu pemerkosaan yang terjadi di daerah Bantul yang mana pelaku 
adalah seorang mahasiswa hukum memperkosa perempuan berinisial Tn (20) 
pemerkosaan tersebut terjadi di lahan kosong sisi timur gedung Jogja Ekspo Center 
(JEC). Pelaku menyeret, memukul wajah dan mata korban serta mengancam akan 
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membunuh korban dengan keris. Kasus pemerkosaan lainnya adalah pemerkosaan 
terhadap mahasiswa di daerah Surabaya yang berinisial FN, di duga diperkosa oleh 
pacarnya sendiri di kamar hotel. Pelaku yaitu pacar dari korban mempunyai 
kelainan seksual dikarenakan sebelum melakukan tindak pemerkosaan pelaku 
menampar tubuh korban, setelah itu korban diseret ke dalam kamar mandi dan 
rambut korban dijambak lalu kepalanya dibenamkan ke dalam wastafel yang sudah 
berisi air. Setelah itu pelaku membawa korban dan menghempaskan ke atas ranjang 
lalu menyetubuhi korban secara paksa.
7
 
Kata pemerkosaan atau perkosaan berasal dari kata rapere yang 
mempunyai arti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pemerkosaan 
dalam bahasa Arab disebut al-wath’u bi al-ikra>h yang berarti hubungan seksual 
antara seorang laki-laki dan perempuan dengan paksaan.
8
  Sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, yang pertama yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) pasal 285 mengenai pemerkosaan biasa dengan ancaman hukuman 
penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, pasal 286 mengenai pemerkosaan 
terhadap perempuan pingsan atau tidak berdaya dengan ancaman hukuman penjara 
selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
9
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Yang kedua, yaitu pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 
tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang mana korban pemerkosaan adalah anak-anak yang masih 
dibawah umur. Ancaman hukuman terhadap pelaku adalah pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10
 
Terakhir, yaitu dalam pasal 46 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian dalam pasal 48, 
apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak 
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami daya pikir atau kejiwaan 
sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun 
tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi maka ancaman pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11
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Dalam literatur hukum Islam, pemerkosaan bukan tindak pidana yang 
berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam jarimah h}udu>d murni yaitu dalam 
artian jari>mah zina>, Ayat Al-Qur’an dan Hadis juga tidak banyak mengungkapkan 
kejahatan pemerkosaan secara langsung. Dalam beberapa penelitian 
mengungkapkan bahwa pemerkosaan dapat dikenai jari>mah perzinaan, namun 
perzinaan maupun pemerkosaan walaupun memiliki kesamaan yaitu hubungan 
kelamin antara laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan 
dilakukan atas dasar suka sama suka sedangkan pemerkosaan dilakukan dengan 
pemaksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang mengakibatkan trauma 
berkepanjangan bagi korban. Sehingga dalam tindak pidana pemerkosaan terdapat 
pihak yang memaksa dan pihak yang dipaksa yaitu korban.
12
 
Dalam Qur’an surat An-Nur ayat 33, walaupun tidak menyebutkan kata 
pemerkosaan, tetapi sudah mengarah pada larangan pemaksaan dalam persoalan 
seksual. 
 ... َلَو اوُِهرْكُت  ْمُكِتاَي َت َف ىَلَع ءاَغِبْلا  ْنِإ  َنْدَرَأ   انُّصََتَ اوُغ َتْبَتِّل  َضَرَع  ِةاََيْلْا اَي ْن ُّدلا نَمَو 
  نُّهِهرُْكي  نِإَف  َه للا نِم  ِدْع َب   نِهِهاَرْكِإ   روُفَغ   ميِح ر – : رونلا(٣٣)  
Artinya: 
Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk 
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, 
karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. 
Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.
13
 
 
Berdasarkan ayat diatas, pemaksaan dalam persoalan seksual terhadap 
hamba sahayanya maupun terhadap istrinya saja dilarang apalagi jika dilakukan 
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terhadap orang yang bukan muhrimnya, dalam hal ini merupakan perbuatan tercela 
yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan. Tindak pidana pemerkosaan 
disertai dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan termasuk dalam 
kategori jari>mah h}ira>bah (perampokan). Berdasarkan pendapat ulama Zahiriyah 
bahwa muh}a>rib (perampok/pengganggu keamanan) adalah orang yang mengancam 
orang lewat dan menakut-nakuti pengguna jalan lalu membunuh orang, mengambil 
harta, atau merusak farji. Sebagian ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat 
bahwa pengganggu perempuan secara terang-terangan adalah tindak pidana 
h}ira>bah.14 
h}ira>bah itu sendiri yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, 
pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat 
kekacauan di muka Bumi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, yaitu: 
َا  نَِّإ ءاَزَج  َنيِذ لا  َنُوِبراَُيُ  َهّللا  ُهَلوُسَرَو  َو َنْوَعْسَي  ِف  ِضْرَلأا   اداَسَف نَأ  ْاوُل  تَق ُي  ْوَأ  ْاوُب لَصُي  ْوَأ 
 َع طَق ُت  ْمِهيِدَْيأ مُهُلُجْرَأَو  ْنِّم   فلاِخ  ْوَأ  ْاْوَفُني  َنِم  ِضْرَلأا  َكِلَذ  ُْمَلَ   يْزِخ  ِف اَي ْن ُّدلا  ُْمَلََو  ِف 
 ِةَرِخلآا   باَذَع   ميِظَع – : ةدئآلما(٣٣) - 
Artinya:  
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
15
 
 
Hal ini didasarkan pada lafal wayas ‘auna fi al-ard fasadan (orang yang 
membuat kerusakan dimuka bumi) kejahatan pemerkosaan, sabotase, bahkan 
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terorisme masuk dalam kategori jari>mah perampokan (perampasan) yang 
pelakunya harus dikenai hukuman berat.
16
 Bentuk-bentuk kejahatan yanng biasa 
terjadi apabila disertai dengan bentuk kekerasan dapat dimasukkan ke dalam 
jari>mah h}ira>bah seperti pencurian yang disertai dengan kekerasan menjadi h}ira>bah, 
perzinaan menjadi perkosaan yang disertai dengan kekerasan juga masuk kedalam 
h}ira>bah. 
h}ira>bah bukan hanya suatu pelanggaran terhadap manusia dan masyarakat 
melainkan juga, berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas seakan-akan merupakan suatu 
pernyataan perang terhadap Alah SWT dan Rasul-Nya dengan menggunakan 
kekerasan. Kejahatan pemerkosaan akan mengakibatkan kekacauan, kekalutan, dan 
hilangnya rasa aman dipikiran dan dihati masyarakat terutaman perempuan. Maka 
peperangan terhadap Allah dan Rasul-Nya jauh lebih gawat dan termasuk 
pemberontakan yang nyata terhadap prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan 
serta rasa penghormatan terhadap semua.
17
 
Abu Bakar Ar-Razi, Al-Jashshash dalam tafsirnya Al-Ahkamul Qur’an, 
menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya adalah mereka yang memerangi keamanan kaum muslimin dan 
masyarakat umum. Orang-orang yang berbuat demikian juga memerangi Allah dan 
Rasul-Nya. Berdasarkan pada ayat diatas, ancaman hukuman kepada pelaku 
(muh}a>rib) terdapat empat macam, yaitu:18 
1. Hukuman bunuh, atau 
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2. Hukuman salib, atau 
3. Hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang, atau 
4. Hukuman di asingkan dari tempat tinggal (hukuman penjara). 
Negara telah menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana 
pemerkosaan dengan ancaman hukuman yang berat bahkan dalam hukum pidana 
Islam juga terdapat ancaman hukuman yang lebih berat, namun belum bisa 
meminimalisir tingkat kejahatan pemerkosaan. hal ini berdasarkan dalam catatan 
tahunan (CATAHU) Komnas perempuan pada tahun 2017, perkosaan menempati 
posisi tertinggi sebanyak 1,389 kasus dalam ranah KDRT/personal. Dalam tahun 
yang sama pula menampilkan data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 
kasus dan menemukan bahwa pelaku kasus kekerasan seksual tertinggi dalam ranah 
personal adalah pacar sebanyak 2,017 orang. Kekerasan seksual dalam ranah 
publik/komunitas yaitu korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, 
darah atau perkawinan juga menempati posisi pertama dengan 2,290 kasus (74%).
19
 
Kemudian pada tahun 2018, kasus perkosaan tercatat 619 kasus kemudian 
persetubuhan/eksploitasi seksual terhadap anak sebanyak 555 kasus dalam ranah 
privat/personal dan 669 kasus perkosaan dalam ranah publik/komunitas.
20
  
Berdasarkan uraian di atas, bahwa ancaman hukuman terhadap pelaku 
tindak pidana pemerkosaan yang terdapat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan di Indonesia cukup berat, namun berdasarkan data dalam 
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catatan tahunan mengenai perkosaan tidak menunjukkan penurunan dan justru 
semakin meningkat bahkan menempati posisi tertinggi diantara kasus kekerasan 
terhadap perempuan lainnya. Pelaku seperti tidak mempunyai rasa takut untuk 
dipenjara, bahkan dalam studi kriminologi penjara justru menjadi sebuah 
universitas bagi para penjahat untuk mendapat ilmu mengenai kejahatan kepada 
sesama penjahat yang ada. Penjara seakan tidak dapat membuat para penjahat takut 
ataupun jera.  
Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, oleh 
karenanya pemberian sanksi tindak pidana pemerkosaan harus sesuai dengan 
keadaan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, sejalan dengan adanya pembaharuan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih 
dilakukan dalam rangka pembaharuan KUHP warisan Belanda. Kajian hukum 
Islam terhadap pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia menjadi sangat penting 
karena hukum pidana yang berlaku harus mampu menampung nilai-nilai yang 
hidup di masyarakat. Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk membuat 
penelitian ini dan mengkaji lebih dalam mengenai “Studi Komparatif mengenai 
Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana islam (fiqh jina>yah). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan pokok 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan 
perspektif hukum positif dan fiqh jina>yah? 
10 
 
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukuman terhadap pelaku tindak 
pidana pemerkosaan perspektif hukum positif dan fiqh jina>yah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui bagaimana hukuman terhadap pelaku pemerkosaan perspektif 
hukum positif dan fiqh jina>yah. 
2. Memahami perbedaan dan persamaan hukuman terhadap pelaku 
pemerkosaan perspektif hukum positif dan fiqh jina>yah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 
pidana khususnya yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana 
pemerkosaan. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam 
memperkaya khazanah pengetahuan dalam masyarakat mengenai 
hukuman tindak pidana pemerkosaan perspektif hukum positif dan 
fiqh jina>yah. 
2. Manfaat Praktis 
11 
 
a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan 
mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam 
melakukan penelitian, yang berkaitan dengan Hukuman terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan perspektif hukum positif dan fiqh 
jina>yah. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau 
sumbangan bahan pemikiran kepada pemerintah atau legislator dalam 
kebijakan menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
pemerkosaan yang dapat membuat jera pelaku serta mencegah 
terjadinya tindak pidana tersebut. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Pemerkosaan 
Kata perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai 
paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan Pemerkosaan ialah 
menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, 
menggagahi, atau meregol, melanggar (menyerang) dengan kekerasan.
21
 
Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual 
yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara 
yang dinilai melanggar moral dan hukum. PAF Lamintang dan Djisman 
Samosir berpendapat perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk 
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melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.
22
 
Pengertian yang serupa juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pemerkosaan yaitu barangsiapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya 
bersetubuh dengan dia (pelaku).
23
 
Sedangkan definis pemerkosaan menurut Sayyid Sabiq ialah disebut 
dengan al-wath’ bi al-ikra>h yang artinya hubungan badan secara paksa. 
Menurut Al-Juzairi menyebutnya dengan istilah az-zina> bi al-ikra>h, 
demikian juga kumpulan Fatwa Al-Azhar dan dalam kumpulan Fatwa Dar 
Al-Iftaˋ Al-Mishriyyah.24 
2. Hukuman 
Makhrus Ali dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar hukum 
pidana menjelaskan pendapat Moeljatno yang mengatakan, istilah 
hukuman yang berasal dari straf dan istilah “dihukum” yang berasal dari 
wordt gestraf merupakan istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan 
istilah-istilah tersebut dan lebih memilih menggunakan istilah yang 
inkonvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata straf dan diancam 
dengan pidana untuk menggantikan kata wordt gestraf. Menurut 
Moeljatno, kalau straf diartikan “hukuman”, maka strafrecht seharusnya 
diartikan sebagai “hukum hukuman”. Dalam kamus Black’s Law 
                                                                   
       
22
 Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di bawah Umur dalam Tinjauan 
Hukum Islam dan Hukum Positif,” Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam, (Jepara) Vol. 4 Nomor 2, 
2017, hlm. 135-136. 
       
23
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 210. 
       
24
 Irfan Nurul, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: 
Amzah, 2014), hlm. 158. 
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Dictionary dinyatakan bahwa punishment adalah setiap denda atau 
hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu 
hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau 
pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap 
suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum.
25
 
Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan 
hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum 
pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang 
teratur. Sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat 
tiga teori hukuman (pemidanaan), yaitu
26
:  
a. teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie) 
Menurut teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie), dasar 
hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu 
telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya 
(vergelding) pelaku juga harus diberi penderitaan. Menurut Johannes 
Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah 
untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice).
27
 
b. teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheorie) 
Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 
pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 
terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan 
                                                                   
       
25
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 185-186. 
       
26
 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 
hlm.105. 
       
27
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 187. 
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lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada 
umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan 
kejahatan seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun 
lainnya.
28
 
c. teori gabungan (verenigingstheorie). 
Van Bemmelen yang menganut teori ini menyatakan pidana 
bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. 
Sementara tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan 
jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk 
mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.
29
 
Hukuman dalam istilah Arab sering disebut  uqubah, menurut Abd 
Al-Qadir Audah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan 
kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.
30
 Tujuan 
dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, 
menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun 
dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, 
serta merangsang untuk berlaku taat. Teori hukuman menurut hukum 
pidana islam yang menjadi kaidah dasar (us}u>l) terdapat dua dasar 
pokok, yaitu
31
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 Ibid., hlm. 190. 
       
29
 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education 
Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 101. 
       
30
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 
111. 
       
31
 Abdul Qadir Al-Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj. Ali Yafie, dkk., (Jakarta: PT. 
Karisma Ilmu,2007), hlm. 21. 
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1) Sebagian bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa 
memedulikan si pelaku tindak pidana. 
2) Sebagian yang lain bertujuan untuk memerhatikan si pelaku tanpa 
melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana. 
3. Pelaku 
Yang dimaksud dengan pelaku,  adalah orang yang memenuhi 
semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik 
unsur subjektif maupun unsur objektif. Berdasarkan rumusan pasal 55 dan 
pasal 56 KUHP, terdapat 5 peranan pelaku yaitu
32
: 
a. Orang yang melakukan (dader or doer) 
b. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) 
c. Orang yang turut melakukan (mededader) 
d. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) 
e. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige) 
Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat jari>mah menurut 
Ahmad Hanafi berada dalam empat kemungkinan, yaitu pertama, pelaku 
melakukan jari>mah bersama orang lain (mengambil bagian dalam 
melaksanakan jari>mah). Artinya, secara kebetulan melakukan 
bersama-sama; kedua, pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain 
untuk melakukan jari>mah; ketiga, pelaku menghasut (menyuruh) orang 
lain melakukan jari>mah; keempat, orang yang memberi bantuan atau 
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 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 
hlm.78. 
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kesempatan jari>mah dengan berbagai cara, tanpa turut serta 
melakukannya.
33
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini: 
1. Skripsi Gusman Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 yang berjudul Tindak Pidana 
Perkosaan Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif. 
Kejahatan pemerkosaan yang akhir-akhir ini sering terjadi merupakan 
bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang berarti pula perampasan 
terhadap kehormatan orang lain. Tindak pidana pekosaan dalam hukum 
pidana Islam bisa menempati perbuatan perzinaan, karna perbuatan 
perzinaan termasuk perbuatan yang dilarang karena berdampak negatif 
tidak hanya pada diri pelakunya tetapi juga bisa berdampak luas pada yang 
lain.
34
 
2. Skripsi Agung Septiawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Tahun 2014 yang berjudul Tinjauan Yuridis Empiris 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Pemerkosaan terhadap 
Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dan 
Sukoharjo). Dalam hal membuat putusan Hakim mempunyai beberapa 
                                                                   
       
33
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 225. 
       
34
 Gusman, “Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum 
Positif” Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5. 
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pertimbangan dari berbagai aspek, yaitu aspek kriminologis, sosiologis dan 
pertimbangan fakta dalam pengadilan. Adapun pertimbangan hal-hal yang 
memberatkan perkosaan merupakan perbuatan yang meresahkan 
masyarakat, mengakibatkan penderitaan korban secara fisik,psikologis, dan 
mengancam masa depan korban.
35
 
3. Skripsi Mulyadi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016 yang berjudul Tinjauan Hukum 
Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan kepada Wanita 
dalam Keadaan Tidak Berdaya (Studi Putusan Nomor: 
33/Pid.B/2012/PN.SS. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan 
atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan 
sedikitpun. Perempuan yang kondisinya seperti telah disebutkan, yaitu 
dalam kondisi pingsan, tidak berdaya, yang disetubuhi di luar perkawinan 
oleh seorang laki-laki, maka KUHP, RUU-KUHP 2008, dan KUHP  
Belanda menentukan larangan yang sama, meskipun hukumannya berbeda. 
Dalam hukum pidana Islam, terkait dengan kasus zina tersebut diatas dapat 
dikenakan sanksi hudud. Namun adapun perbedaan antara hukuman zina 
dengan hukuman perkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada 
kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman 
                                                                   
       
35
 Agung Septiawan, “Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim dalam Putusan 
Pidana Pemerkosaan terhadap Anak; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dan 
Sukoharjo” Skripsi, Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, hlm. 5. 
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perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan saja dan tidak 
dikenakan kepada korban.
36
 
4. Skripsi Yudha Arfandi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 
Tahun 2013 yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1033/Pid.B/2012/PN 
Mks). Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan 
masyarakat adalah kejahatan asusila khususnya pemerkosaan. Pemerkosaan 
merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan perlu di 
perhatikan beberapa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Hakim.
37
 
5. Jurnal Fitri Wahyuni Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Riau 
2016 yang berjudul Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak 
menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh kondisi banyaknya jumlah perkosaan yang terjadi 
terhadap anak. Namun ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan 
perkosaan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal lama 15 (lima 
belas) tahun dinilai belum menceminkan rasa keadilan bagi anak sebagai 
korban dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan perkembangan 
masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam.
38
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 Mulyadi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan kepada 
Wanita dalam Keadaan Tidak Berdaya; Studi Putusan Nomor: 33/Pib.B/2012/PN.SS.”, Skripsi, 
Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 
2016, hlm 4-7. 
       
37
 Yudha Arfandi, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan; Studi Kasus 
Putusan Nomor: 1033/Pid.B/2012/PN.Mks” Skripsi, Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar, Makassar, 2013, hlm. 2. 
       
38
 Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak menurut Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam”, Jurnal Media Hukum, (Riau) Vol. 23 Nomor 1, 2016. Hlm. 1. 
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Dalam penelitian terdahulu mengemukakan mengenai hukuman 
pemerkosaan yang dikenai jari>mah zina>, mengenai pertimbangan hakim dalam 
pemberian sanksi, mengenai perkosaan terhadap wanita dalam keadaan tidak 
berdaya dalam pasal 286 KUHP, serta mengenai pemerkosaan terhadap anak 
dibawah umur perbandingan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
dengan Hukum Pidana Islam. sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan 
membandingkan mengenai pemberian hukuman pemerkosaan perspektif hukum 
positif yaitu dalam pasal 285 dan 286 KUHP, pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) 
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 46 Undang-Undang No. 23 
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan fiqh 
jina>yah (Hukum Pidana Islam) yang mana dalam hal ini penulis akan mengkaji 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan jari>mah zina>  atau 
dengan jari>mah h}ira>bah (perampokan), Sehingga peneliti tidak menemukan 
pembahasan yang sama dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 
 
G. Metode penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif literer 
yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research 
yang artinya serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka membaca dan mengolah data penelitian. 
Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakan untuk memperoleh data 
20 
 
penelitian dan membatasi kegiatan penelitian hanya pada bahan koleksi 
perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.
39
 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu 
pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep 
undang-undang serta Al-Qur’an, yang bersifat deskriptif-komparatif. 
Deskriptif artinya dalam penelitian ini akan berupaya memberikan 
gambaran mengenai penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan 
dalam Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam), dan 
komparatif artinya penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
perbandingan pemberian sanksi pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut 
Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam). 
 
2. Sumber Data 
Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data 
sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui 
pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 
penelitiannya. Dalam data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum 
yaitu sebagai berikut : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 
terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
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 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 
hlm 1-5. 
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Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga dan fiqh jina>yah disertai sumbernya yaitu 
Al-Qur’an, dan Hadits. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat berupa 
pendapat-pendapat para ulama, cendekiawan, para ahli hukum yang 
telah disusun dalam sebuah buku, hasil penelitian seperti desertasi dan 
tesis, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun 
internasional, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi 
untuk memberikan penjelasan pada data primer dan data sekunder. 
dapat berupa kamus/bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau 
library research, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik Dokumentasi. Teknik Pengumpulan data secara 
dokumentasi ini penulis mendapatkan data-data mengenai variabel yang 
berupa catatan, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Pengumpulan data 
secara dokumentasi ini penulis mendapatkan data-data dari Undang-
undang, dan fiqh jina>yah disertai sumbernya yaitu Al-Qur’an Al-Karim, 
Tafsir Qur’an, hadits dan lain sebagainya. 
 
4. Teknik Analisis Data 
22 
 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data data ke dalam 
kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, melakukan ke dalam 
pola, memilih mana yang penting, dan membuata kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain
40
 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis Miles dan Huberman yang berisi tiga komponen yaitu reduksi data, 
display data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
41
 Dengan cara 
berfikir menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari 
kasus yang bersifat umum menjadi hal yang yang khusus. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan 
penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut: 
Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua Berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan 
permasalahan penelitian. Teori-teori tersebut yang dapat berfungsi untuk 
menganalisis data, seperti teori mengenai tindak pidana, teori mengenai 
                                                                   
       
40
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, cv, 2016), hlm. 89. 
       
41
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya 2007),  hlm. 179.  
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pemerkosaan, teori mengenai hukuman yang meliputi pengertian hukuman, teori 
pemidanaan dan jenis-jenis hukuman serta teori mengenai pelaku pidana. 
Bab ketiga berisi uraian data-data yang relevan dengan penelitian dan 
yang akan dianalisis yaitu data-data mengenai hukuman terhadap pelaku tindak 
pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum positif dan fiqh jina>yah. Seperti 
jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan, ancaman hukuman kejahatan pemerkosaan, 
unsur-unsur dan pelaku pemerkosaan. 
Bab empat berisikan jawaban dari rumusan masalah yaitu yang pertama 
mengenai bagaimana hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan 
perspektif hukum positif dan fiqh jina>yah. Rumusan masalah yang kedua yaitu 
bagaimana perbedaan dan persamaan dari ketentuan hukuman serta 
pertanggungjawaban dari tindak pidana pemerkosaan perspektif hukum positif dan 
fiqh jina>yah yang akhirnya menghasilkan analisa berupa relevansi dan kontradiksi 
antara fiqh jina>yah dan hukum positif di Indonesia dalam memandang tindak 
pidana pemerkosaan. 
Bagian bab kelima merupakan bab penutup berisi kesimpulan berupa 
jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan terakhir adalah saran-saran untuk 
penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana istilah tindak pidana merupakan istilah yang 
berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit, istilah tersebut terdiri dari tiga 
kata yaitu straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang berarti dapat dan boleh, 
dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
1
 Beberapa kata 
yang digunakan untuk menerjemahkan strafbaar feit oleh sarjana-sarjana hukum 
Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. 
Kata feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu 
kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti 
dapat dihukum, sehingga secara harfiah strafbaar feit mempunyai arti “sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.2 S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-
asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan istilah Strafbaar 
feit yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:
3
 
a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
b. Peristiwa pidana 
c. Perbuatan pidana 
                                                             
       
1
 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP 
Indonesia, 2012), hlm. 19. 
       
2
 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana,(Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 
hlm. 97. 
       
3
 S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni 
Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 200. 
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d. Tindak pidana  
e. Delik 
Mengenai definisi dari strafbaar feit para sarjana barat sendiri 
mempunyai pengertian yang berbeda, antara lain sebagai berikut:
4
 
a. Perumusan Simons 
Simons merumuskan bahwa strafbaar feit merupakan suatu handeling 
(tindakan/perbuatan) yang dapat diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan 
kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
b. Perumusan Van Hamel 
Menurut Van Hamel pengertian strafbaar feit sama dengan pendapat 
simons, namun ditambahkan kalimat “tindakan yang bersifat dapat 
dipidana”. 
c. Perumusan Vos 
Pendapat VOS mengenai strafbaar feit ialah suatu kelakuan (gedraging) 
manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana. 
d. Perumusan Pompe 
Pompe merumuskan strafbaar feit ialah suatu pelanggaran kaidah 
(penggangguan ketertiban hukum), yang mana pelaku mempunyai 
kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan 
ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. 
                                                             
       
4
 Ibid., hlm. 201. 
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Para sarjana Indonesia sendiri juga mempunyai pendapatnya mengenai 
pengertian dari strafbaar feit, beberapa diantara pendapat tersebut ialah pendapat 
Utrecht, yang memilih menggunakan istilah peristiwa pidana, dikarenakan 
peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen) atau melalaikan (zerzuim 
atau nalaten atau niet-doen) maupun akibatnya. menurut Prof. Moeljatno dalam 
buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya yang ditulis oleh 
S.R Sianturi, beliau memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari strafbaar 
feit, beliau memberi pengertian sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut.
5
 Sedangkan menurut 
Andi Hamzah yang dikutip oleh Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul asas-
asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana 
sebagai syarat pemidanaan, berpendapat sebagai suatu perbuatan atau tindakan 
yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
6
  
Hukum pidana Islam (fiqh jina>yah) yang mana berasal dari konsep 
hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal, terdapat istilah jari>mah, 
yang berasal dari kata jarama,yajrimu, jarimatan, yang berarti “berbuat dan 
“memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan 
dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jari>mah juga berasal dari kata ajrama 
yajri>ma yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, 
                                                             
       
5
 Ibid., hlm. 204  
       
6
 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP 
Indonesia, 2012), hlm. 19. 
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keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.7 jari>mah (tindak pidana) 
didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut: 
 ٍرِْيزْع َتْوَا ٍدَحِن اَه ْ نَع ُللها َرََخز ٌةَّيِعْرَش ٌتَارُوظْحَم 
 
Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum 
h}ad atau ta’zi>r.8 
 
Mustofa Hasan dalam bukunya menjelaskan pendapat ahli hukum 
pidana Islam yaitu Abdul Qadir Al-„Audah menyatakan bahwa jari>mah adalah 
melakukan perbuatan yang diharamkan yang mana apabila melakukannya 
mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan 
yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya 
atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang 
keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman 
tertentu. Beliau juga memberikan batasan mengenai jina>yah yaitu setiap tindak 
negatif yang dapat menimpa jiwa manusia atau anggota badannya seperti 
pembunuhan, perampokan dan perbuatan-perbuatan lain yang ancaman 
hukumannya adalah h}udu>d dan qis{a>s{.9 
Istilah jari>mah dan jina>yah mempunyai kandungan pengertian yang 
sama baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. jina>yah merupakan bentuk 
verbal noun (masdar) dari kata jana>. Secara etimologi jana> berarti berbuat dosa 
atau salah, sedangkan jina>yah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Jadi 
                                                             
       
7
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14. 
       
8
 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 11. 
       
9
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam..., hlm. 15-16. 
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jina>yah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara‟ karena dapat 
menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi).
10
 
Kemudian Mustofa Hasan dalam bukunya juga menjelaskan pendapat 
Sayyid Sabiq mengenai jina>yah yaitu, semua perbuatan yang diharamkan, yaitu 
perbuatan yang diberi peringatan dan larangan oleh syar‟i (Al-Qur‟an dan 
Sunnah) karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendatangkan kemadharatan 
pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.
11
 Pada hakekatnya pengertian dari 
tindak pidana dengan jari>mah/jina>yah adalah sama-sama sutau perbuatan yang 
dapat dikenai hukuman karena perbuatan tersebut sangat merugikan kepada 
tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan atau harta benda, kehormatan, nama 
baik, jiwa dan lain sebagainya. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Demikian Setiap tindak pidana yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang 
dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu 
yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana 
meliputi:
12
 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
                                                             
       
10
 Munajat Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1-2. 
       
11
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.17 
       
12
 P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192 
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b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan  atau poging seperti yang 
dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya seperti yang terdapat 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, 
dan lain sebagainya; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang 
terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam pasal 340 KUHP; 
e. Perasaan takut atau vress dalam hal ini seperti yang terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 
Sedangkan yang dimaksud unsur objektif menurut P.A.F Lamintang yang 
dikutip oleh Andi Sofyan dalam bukunya yang berjudul buku ajar hukum pidana, 
adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana 
tindakan dari pelaku dilakukan. Unsur objektif suatu tindak pidana meliputi hal 
sebagai berikut:
13
 
a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan 
perbuatan yang bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran 
pidana, contoh perbuatan yang bersifat positif seperti pencurian (pasal 
362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), pembunuhan (pasal 338 
KUHP) dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan yang bersifat negatif 
yaitu seperti membiarkan orang dalam keadaan sengsara sedangkan ia 
wajib memberikan pemeliharan (pasal 304 KUHP) atau perbuatan yang 
ia mengetahui bahwa terdapat komplotan yang berencana akan 
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 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana,(Makasar: Pustaka Pena Press, 
2016), hlm. 101-102. 
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merobohkan negara sedang ia hanya diam dan tidak melaporkan kepada 
pihak berwajib. 
b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat-akibat dari perbuatan merusak 
dan membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang harus dikenai 
pidana. 
c. Keadaan sekitar dari perbuatan pidana, yaitu keadaan-keadaan yang biasa 
terdapat dalam waktu melakukan perbuatan pidana. 
d. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi yang dikutip oleh 
Amir Ilyas dalam bukunya bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu 
sebagai berikut:
14
 
a. Subyek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan 
terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; 
e. Waktu, tempat dan keadaan 
Seperti dalam hukum pidana positif di Indonesia, dalam hukum pidana 
Islam (fiqh jina>yah) juga terdapat unsur-unsur jari>mah (tindak pidana) yang antara 
lain sebagai berikut:
15
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 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP 
Indonesia, 2012), hlm.26. 
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 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.3. 
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1. Adanya nash, yaitu ketentuan-ketentuan yang melarang suatu perbuatan 
yang disertai ancaman hukuman, sehingga tidak dapat disebut sebagai 
jarimah apabila belum dinyatakan dalam nash. Unsur ini dikenal dengan 
istilah unsur formal (al-rukn al-Sy>ar’i). Adapun dasar dari unsur formal 
yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Isrā‟ ayat 15. 
 ِنَّم ىَدَتْها اَمَّنَِإف يدَتْه َي  ِهِسْفَ نِل نَمَو  َّلَض اَمَّنِإَف   لِضَي اَه ْ يَلَع  َلَو  ُرِزَت  ٌَةرِزاَو  َرْزِو ىَرْخُأ 
اَمَو اَّنُك  َنِيب ِّذَعُم ىَّتَح  َثَع ْ ب َن  ًلوُسَر –  :إرسلإا(٥١) - 
 
Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka 
sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 
barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya 
sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 
lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami Mengutus 
seorang rasul.
16
 
 
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jina>yah, baik berupa melakukan 
perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan. Unsur ini disebut dengan unsur material (al-Rukn al-Madi). 
Hadis Nabi riwayat Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan 
bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW. 
Atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak 
mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata. 
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang menerima khithab atau dapat 
memahami taklif, yaitu pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf, 
sehingga dapat dituntut atas suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh 
pelaku. Dalam unsur ini disebut sebagai unsur moral (al-Rukn al-Adabi). 
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 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 283. 
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Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jina>yah apabila 
perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas. 
Selain unsur-unsur umum diatas, terdapat unsur khusus yang hanya berlaku dalam 
satu jari>mah dan tidak sama dengan unsur khusus jari>mah lain, seperti dalam 
perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah 
unsur khusus untuk pencurian, sedangkan mengambil harta orang lain secara 
terang-terangan adalah unsur khusus dalam perampokan. 
B. Pemerkosaan 
Kata pemerkosaan berasal dari bahasa Latin yaitu rapere yang artinya 
mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.
17
 Definisi pemerkosaan 
menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang dikutip oleh Zainudin dalam 
jurnal studi hukum Islam, berpendapat perkosaan adalah perbuatan seseorang 
yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk 
melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.
18
 Kemudian 
Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul tindak pidana mengenai kesopanan 
mengutip pendapat Wirjono mengenai kata perkosaan sebagai terjemahan dari 
kualifikasi aslinya (Belanda), yakni verkrachting tidaklah tepat karena istilah 
perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang 
sebenarnya dari kualifikasi verkrachtin adalah perkosaan untuk bersetubuh. Oleh 
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 Min Nuthfatin Nadlifah, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak”, 
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, (Surabaya) Vol. 6 Nomor 1, 2017, hlm. 94. 
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 Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di bawah Umur dalam Tinjauan 
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karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk pasal 285 KUHP adalah 
perkosaan untuk bersetubuh.
19
  
Pengertian pemerkosaan juga dijelaskan dalam rumusan pasal 285 
KUHP yang berbunyi: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum 
karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
belas tahun. 
 
Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik unsur-
unsurnya yaitu sebagai berikut: 
1. Pelaku adalah seorang laki-laki 
2. Korban adalah perempuan yang bukan istrinya 
3. Perbuatan tersebut tergolong memaksa untuk bersetubuh 
4. Adanya upaya untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
S.R Sianturi memberikan pengertian memaksa bersetubuh yaitu apabila 
tanpa adanya tindakan yang dilakukan si pemaksa, maka pihak terpaksa tidak 
akan melakukan yang dikehendaki oleh pihak pemaksa. Sehingga dengan 
tindakan memaksa tersebut, korban tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak 
si pemaksa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memaksa berarti 
memperlakukan (seperti menyuruh, meminta dan lain sebagainya) dengan paksa; 
melakukan (mendesak, menekan) dengan kekerasan (kekuatan) serta 
mengharuskan, sehingga dalam tindakan memaksa harus terdapat unsur kekerasan 
yang nyata. 
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 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2007), hlm. 63. 
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Cara-cara yang digunakan untuk memaksa, terdapat dua cara yakni 
dengan kekerasan (geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging metgeweld). 
Dalam pasal 89 KUHP merumuskan perluasan arti dari kekerasan yaitu membuat 
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. 
Menurut R. Soesilo arti kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kemudian Satochid Kartanegara 
berpendapat kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya 
kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat.
20
 Terdapat dua fungsi 
kekerasan dalam tindak pidana perkosaan yaitu: 
1. Kekerasan berupa cara melakukan suatu perbuatan yaitu kekerasan yang 
memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Terdapat causal 
verband (hubungan sebab-akibat) antara kekerasan dengan 
ketidakberdayaan korban misalnya dengan pemerasan. 
2. Kekerasan yang berupa perbuatan dilarang yaitu kekerasan yang 
menggunakan kekuatan badan yang besar yang mengakibatkan korban 
tidak berdaya secara fisik. 
Sedangkan mengenai ancaman kekerasan yaitu ancaman kekerasan 
secara fisik yang ditujukan pada orang, yang berupa perbuatan persiapan untuk 
dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang akan dan mungkin 
segera dilakukan/diwujudkan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek 
penting, yaitu sebagai berikut: 
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1. Aspek objektif, yaitu wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa 
perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 
pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni 
kekerasan secara sempurna; menyebabkan orang yang menerima ancaman 
kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis berupa rasa takut dan 
cemas. 
2. Aspek subjektif, yaitu timbulnya suatu kepercayaan bagi penerima 
ancaman kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya 
tidak dipenuhi yaitu untuk bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu 
benar-benar akan terwujud. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam 
ancaman kekerasan karena apabila kepercayaan ini tidak timbul dalam diri 
korban, maka korban tidak akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan 
terhadap dirinya.  
Hukum pidana Islam tidak memberikan definisi khusus mengenai 
tindak pidana pemerkosaan baik dalam Al-Qur‟an maupun Hadis. Sayyid Sabiq 
dalam kitab fiqh sunahnya mengklasifikasikan pemerkosaan merupakan zina yang 
dipaksa. Kata paksaan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ikrah yang 
berarti membenci sesuatu, sehingga dalam perbuatan tersebut mengandung 
ketidaksenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa untuk melakukan 
suatu perbuatan. Secara terminologi al-ikrah adalah memaksa seseorang untuk 
melakukan suatu perbuatan yang tidak disenanginya, sehingga orang tersebut 
36 
 
melakukannya dengan ketidakrelaan atau terpaksa untuk menghindari suatu hal 
yang akibatnya lebih berbahaya.
21
 
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, terdapat unsur-unsur dalam 
perbuatan yang dimaksud dengan paksaan yaitu: 
1. Orang yang melakukan paksaan; 
2. Orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh 
pemerkosa; 
3. Ancaman yang diberikan oleh si pemaksa kepada orang yang dipaksa; 
4. Ucapan atau perbuatan yang dipaksakan dan dilarang oleh syara‟. 
Apabila keempat unsur tersebut di atas terpenuhi, maka dapat 
dikategorikan dalam jari>mah h}udu>d , yaitu jari>mah yang diancam dengan 
hukuman h{ad. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pemerkosaan dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata. 
Pelaku pemerkosaan dalam kategori ini dihukum sebagaimana hukuman 
orang yang berbuat zina, apabila pelaku pemerkosaan sudah menikah 
maka dihukum rajam, jika pelaku belum menikah maka dihukum cambuk 
seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama 
mewajibkan kepada pelaku untuk memberikan mahar kepada korban, 
menurut Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Hambali pelaku harus 
membayar mahar dengan nilai yang sama dengan yang dihilangkan dan 
dihukum dengan hukuman h}ad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ats-
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Tsauri pemerkosa berhak mendapat hukuman h}ad, namun tidak wajib 
untuk membayar mahar. 
2. Pemerkosaan dengan ancaman dan menggunakan senjata. 
Pelaku pemerkosaan yang menggunakan ancaman dan senjata dihukumi 
sebagaimana dengan jari>mah h}ira>bah atau perampokan. Berdasarkan 
pendapat ulama Zahiriyah bahwa muh}a>rib (perampok/pengganggu 
keamanan) adalah orang yang mengancam orang lewat dan menakut-
nakuti pengguna jalan lalu membunuh orang, mengambil harta, atau 
merusak farji. Sebagian ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah berpendapat 
bahwa pengganggu perempuan secara terang-terangan adalah tindak 
pidana h}ira>bah.22 Definisi h}ira>bah yaitu sekelompok manusia yang 
membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, 
tatanan serta membuat kekacauan di muka Bumi. Sebagaimana dalam 
firman Allah SWT, yaitu: 
َا منَِّإ ءاَزَج  َنيِذملا  َنوحِبراَحيُ ا َهّلل  حهَلوحسَرَو  َنْوَعْسَيَو  ِف  ِضْرَلأا   اداَسَف نَأ  ْاوحلم تَقح ي  ْوَأ  ْاوحبملَصحي  ْوَأ 
 َعمطَقح ت  ْمِهيِدَْيأ محهحلحجْرَأَو  ْنِّم   فلاِخ  ْوَأ  ْاْوَفنحي  َنِم  ِضْرَلأا  َكِلَذ  ْمحَلَ   يْزِخ  ِف اَي ْن ُّدلا  ْمحَلََو  ِف 
 ِةَرِخلآا   باَذَع   ميِظَع – : ةدئآلما(٣٣) - 
Artinya:  
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
23
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Hal ini didasarkan pada lafal wayas ‘auna fi al-ard fasadan (orang yang 
membuat kerusakan dimuka bumi) kejahatan pemerkosaan, sabotase, bahkan 
terorisme masuk dalam kategori jari>mah perampokan (perampasan) yang 
pelakunya harus dikenai hukuman berat.
24
 Bentuk-bentuk kejahatan yanng biasa 
terjadi apabila disertai dengan bentuk kekerasan dapat dimasukkan ke dalam 
jari>mah h}ira>bah seperti pencurian yang disertai dengan kekerasan menjadi 
h}ira>bah, perzinaan menjadi perkosaan yang disertai dengan kekerasan juga masuk 
kedalam h}ira>bah.25 
C. Hukuman 
1. Pengertian Hukuman 
Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. 
Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, 
seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian 
pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh 
mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang 
dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.
26
 
Amir Ilyas dalam bukunya mengatakan bahwa pemidanaan sebagai 
suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan 
terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif 
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bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat, karena itu teori ini disebut juga 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar 
pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan 
kejahatan serupa.
27
 Pidana atau hukuman menurut Van Hamel yaitu suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang 
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung 
jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 
ditegaskan oleh negara. 
Menurut Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Abul Khair dalam 
bukunya, hukuman (pidana) itu bersifat siksaan dan penderitaan yang diberikan 
oleh undang-undang hukum pidana kepada seseorang yang telah melanggar suatu 
norma yang telah ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau 
penderitaan itu dijatuhkan dengan keputusan hakim terhadap diri orang yang 
dipersalahkan. Pelanggaran norma yang telah ditentukan oleh undang-undang 
hukum pidana, merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang justru 
dilindungi oleh undang-undang hukum pidana, kepentingan hukum tersebut antara 
lain sebagai berikut
28
 : 
a. Jiwa manusia; 
b. Keutuhan tubuh manusia; 
c. Kehormatan seseorang; 
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d. Kesusilaan; 
e. Kemerdekaan pribadi (persoonlijke vrijheid); 
f. Harta benda/kekayaan. 
Sedangkan menurut H.L. Packer yang dikutip oleh Slamet Siswanta 
dalam tesisnya mengenai pembenaran punishment didasarkan pada satu atau dua 
tujuan yaitu
29
: 
1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak 
dikehendaki atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or 
undersired conduct or ofending conduct); 
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si 
pelanggar (the deserved inliction of suffering on evildoers/retribution for 
perceived wrong doing). 
Dalam rancangan KUHP nasional tahun 2000, tujuan pemidanaan dapat 
dilihat dalam pasal 50, selanjutnya dalam pasal 54 Rancangan KUHP Nasional 
tahun 2006, yaitu:
30
 
(1) Pemidanaan bertujuan : 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 
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c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; dan 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia. 
Berkaitan dengan perumusan diatas, sudarto mengemukakan bahwa 
perumusan tersebut memperlihatkan pengaruh dari aliran social defence, yaitu 
suatu aliran yang secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat 
dengan mengadakan resosialisasi. Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo 
mengatakan tujuan dari pemidanaan butir c yakni “menyelesaikan konflik dan 
memulihkan keseimbangan” adalah konsep yang terkandung dalam hukum adat 
dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam dan tidak dapat 
ditemukan dalam western literature.
31
 
Dalam hukum pidana Islam (fiqh jina>yah), Hukuman disebut sebagai 
‘uqūbāh, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar 
ketentuan syara‟ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan 
manusia.
32
 Hukuman yang ditetapkan haruslah mempunyai dasar, baik dari Al-
Qur‟an, hadis maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan 
menetapkan hukuman untuk ta’zi>r. Selain itu hukuman haruslah bersifat pribadi, 
yaitu hanya dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan saja, 
sebagaimana dalam prinsip bahwa “seseorang tidak menanggung dosanya orang 
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lain”. Hukuman juga bersifat umum, artinya hukuman berlaku bagi siapa saja, 
karena semua manusia sama dihadapan hukum. 
‘uqu>ba>h/hukuman ditetapkan demi mencapai kemaslahatan bagi 
individu dan masyarakat, oleh karena itu, penetapan ‘uqu>ba>h mempunyai tujuan 
sebagai berikut:
33
 
a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Ibn Hammam 
dalam Fathul Qadir mengatakan bahwa hukuman itu untuk mencegah 
sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah 
terjadinya perbuatan (represif). 
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada 
kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki 
beratnya hukuman suatu tindak pidana, maka hukuman diperberat. 
Demikian sebaliknya, apabila kemaslahatan menghendaki ringannya 
hukuman suatu tindak pidana, maka hukuman diperingan. 
c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan, 
bukanlah sebagai balas dendam, melainkan sebagai bentuk menjaga 
kemaslahatan. Sebagaimana Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa 
hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan 
sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. 
d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya 
tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. 
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Allah SWT tidak mengutus Rasul-Nya untuk menguasai dan memaksa 
manusia, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini ditegaskan dalam 
firman Allah SWT yaitu: 
(  َتْسَّل مِهْيَلَع  ٍرِطْيَصُمِب - : ةيشاغلا(٢٢ - 
 
Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka 
 
...اَمَو  َتنَأ مِهْيَلَع  ٍراَّبَجِب –: ~ق(١٥)  
 
Dan engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap 
mereka... 
 
اَمَو  َكاَنْلَسْرَأ  َّلِإ  ًةَمَْحر  َنيِمَلاَعْلِّل – : ءآيبنلا( ٥٠١)  – 
 
Dan Kami tidak Mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam. 
 
Allah SWT menurunkan syariat-Nya dan mengutus para rasul-Nya 
untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Allah telah menetapkan 
hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk mendorong manusia ke arah 
yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka 
dan memalingkan dari keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan 
kerusakan pada dirinya. 
2. Teori Pemidanaan 
Perkembangan teori-teori mengenai tujuan pemidanaan berkembangan 
seiring berjalannya berbagai aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari 
teori-teori tersebut. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan 
dalam 3 golongan besar, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
44 
 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). 
Pengikut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo 
Polak.
34
  
Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar 
hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah 
menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu 
merupakan tuntutan mutlak (absolute) dari hukum kesusilaan. Hukuman 
pembalasan merupakan suatu pembalasan yang etis. Stahl 
mengemukakan bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan, 
karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap peri-keadilan 
Tuhan. Untuk menindaknya negara diberi kekuasaan sehingga dapat 
melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.
35
 
b. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) 
Dalam teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud 
dan tujuan dari hukuman itu sendiri, agar mencapai tujuan setidaknya 
harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) 
dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta 
mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari 
kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah 
dilakukan terpidana maupun lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka 
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menciptakan dan mempertahankan ketertiban hukum dalam kehidupan 
masyarakat.
36
 
Seperti yang ditulis oleh Lamintang, Teori-teori yang 
dimaksudkan dalam teori prevensi umum (general prevention) yaitu teori 
yang mampu membuat orang jera dan warga masyarakat agar tidak 
melakukan kejahatan. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis 
yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach, bahwa ancaman 
hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak 
pidana.
37
 
Muladi mengemukakan pendapat Nigel Walker bahwa teori ini 
lebih tepat disebut aliran reduktif (the reductive point of view), karena 
dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi 
kejahatan. Sehingga hukuman tidak hanya sebagai pembalasan kepada 
orang yang telah melakukan tindak pidana melainkan mempunyai tujuan 
yang bermanfaat. Oleh karena it, teori ini disebut juga dengan teori 
tujuan (utilitarian theory)
38
 
c. Teori gabungan 
Secara teoretis, teori ini berusaha menggabungkan pemikiran 
yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Namun, hal ini 
menjadi perdebatan dikalangan para ahli, ada yang menitik beratkan 
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pembalasan dan adapula yang menginginkan unsur pembalasan dan 
prevensi seimbang. 
Pompe yang menitik beratkan pada pembalasan mengatakan 
bahwa orang tidak menutup mata pada pembalasan, pidana adalah suatu 
sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan 
hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah 
dan berguna bagi kepentingan umum. Sedangkan menurut Vos, pidana 
berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, 
karena jika ia sudah pernah masuk penjara maka ia tidak terlalu takut 
lagi.
39
 
Abdul Qadir al-Audah mengatakan bahwa Teori hukuman dalam 
hukum pidana islam (fiqh jina>yah) yang menjadi kaidah dasar (us}u>l) atau asas 
hukuman terdapat dua dasar pokok, yaitu
40
 
a. Sebagian bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa memedulikan 
si pelaku tindak pidana; 
b. Sebagian yang lain bertujuan untuk memerhatikan si pelaku tanpa 
melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana. 
Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk 
memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari 
segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar seperti yang dimaksudkan 
untuk memerhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki perilaku si pelaku. 
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Terdapat pertentangan yang jelas diantara kedua kaidah tersebut, ketika 
memelihara kemaslahatan masyarakat dari si pelaku tindak pidana, hal tersebut 
mengharuskan diabaikannya si pelaku. Sebaliknya, ketika memerhatikan kondisi 
si pelaku, hal tersebut menuntut diabaikannya pemeliharaan kemaslahatan 
masyarakat. Namun, hukum pidana Islam justru menggabungkan kedua kaidah 
tersebut dengan cara menghilangkan pertentangan yang jelas diantara keduanya, 
disatu sisi hukum pidana Islam memelihara kepentingan masyarakat dan di sisi 
lain hukum pidana Islam juga tetap memelihara keadaan diri si pelaku dalam 
banyak kondisinya. Hal ini dikarenakan hukum pidana Islam menggunakan 
prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi 
dalam setiap hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si 
pelaku yang dapat mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatan tindak 
pidananya, hukuman itupun harus cukup untuk dapat mencegah orang lain untuk 
melakukan tindak pidana. 
Apabila hukuman untuk mendidik si pelaku tidak dapat mencegah 
kejahatan si pelaku terhadap masyarakat atau memelihara masyarakat, maka si 
pelaku haruslah diberantas dengan dijatuhi hukuman mati atau kurungan seumur 
hidup. Hukum pidana Islam secara umum mengabaikan prinsip memerhatikan diri 
si pelaku terhadap tindak pidana yang telah menyentuh eksistensi masyarakat. Hal 
ini karena secara alamiah pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian 
diri si pelaku. Namun jumlah tindak pidana dalam kategori tersebut sedikit dan 
terbatas, adapun dalam tindak pidana lain yang selalu memerhatikan diri si 
48 
 
pelaku. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam juga mewajibkan hakim 
untuk mempertimbangkan diri, kondisi, moral dan riwayat hidup si pelaku. 
3. Jenis-jenis Pidana/Hukuman 
KUHP sebagai induk atau sumber utama dalam hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal  10 KUHP. 
Menurut KUHP stelsel pidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok 
dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:
41
 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; 
d. Pidana denda. 
e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946. 
Pidana tambahan terdiri dari: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu; 
b. Perampasan barang-barang tertentu; 
c. Pengumuman keputusan hakim. 
Pidana mati merupakan hukuman tertua dalam sejarah peradaban 
manusia karena hukuman ini telah dikenal dari sejak zaman perundang-undangan 
Nabi Musa (Mozaische Wetgeving), demikian juga pada zaman hukum Yunani, 
Romawi, Jerman dan Kanonik. Hukuman mati masih berlaku hingga sekarang 
bahkan di Indonesia, ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak 
pidana yang tergolong kejahatan serius, contohnya seperti dalam kejahatan 
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terhadap negara (pasal 104, pasal 111 ayat (2) dan pasal 124 ayat (3) KUHP), 
pembunuhan berencana (pasal 140 ayat (4), pasal 340 KUHP), pencurian dan 
pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (pasal 365 ayat (4) 
dan pasal 368 ayat (2) KUHP) dan kejahatan pembajakan di laut (pasal 444 
KUHP).
42
  
Tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati telah diatur 
dalam UU No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang 
Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam 
pasal 1 UU No. 2/PNPS/1964 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pidana Mati 
yang telah dijatuhkan oleh peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan 
dengan cara ditembak sampai mati. 
43
 
Pidana Penjara menurut Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farida 
merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara 
terdiri atas dua macam yaitu pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur 
hidup. Minimum pidana penjara adalah satu hari (Vide pasal 12),  Maksimum 
(penjatuhan) pidana penjara adalah 15 tahun, yang hanya boleh dilewati menjadi 
20 tahun (sekali-kali tidak boleh dilewati lagi) dalam hal:
44
 
a. Diancamkan secara alternatif pidana mati, pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara selama waktu tertentu/terbatas (20 tahun). 
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b. Ada pemberatan pidana karena pengulangan tindak pidana (recidive), 
perbarengan tindak pidansa (concursus), atau karena ketentuan pasal 52 
mengenai kejahatan yang berhubungan dengan jabatan), dan pasal 52 
butir a yaitu menyalahgunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia. 
Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara yaitu perampasan 
kemerdekaan dari seorang terpidana, minimal pidana kurungan adalah 1 (satu) 
hari dan maksimal pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan dapat dijatuhkan 
selamanya 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana 
menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri yang melakukan 
tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (pasal 18 
KUHP). Pidana kurungan juga dapat dilakukan sebagai pengganti denda yakni 
apabila dijatuhkan pidana denda namun tidak dibayarkan maka diganti dengan 
pidana kurungan yang disebut hukuman kurungan pengganti denda yang 
maksimal 6 bulan dan dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan apabila 
terdapat unsur pemberatan pidana (pasal 30 ayat (2), (3), (5) KUHP).
45
 
Pidana denda adalah jenis pidana yang tertua sama dengan pidana mati, 
Andi Hamzah mengatakan pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah 
uang tertentu dikarenakan ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. Pidana denda dalam rumusan KUHP diancamkan secara alternatif 
dengan pidana penjara (Buku II, 133 pasal), atau alternatif dengan pidana 
kurungan (Buku III, 34 pasal) dan perumusan yang ancamkan secara tunggal 
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(Buku II, 2 pasal dan Buku III, 40 pasal). Namun dalam pasal 103 KUHP 
membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk 
menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara umum diatur dalam KUHP, 
sehingga dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP pidana denda selalu 
diancamkan secara kumulatif dan dalam pasal-pasal tertentu diancamkan secara 
alternatif dengan pidana penjara.
46
 
Selanjutnya, pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 
tertentu seperti perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat 
fakultatif yaitu dapat dijatuhkan namun tidak harus. Hermin Hadiati mengatakan 
bahwa ketentuan penjatuhan pidana tambahan tidak sama seperti ketentuan dalam 
pidana pokok, ketentuan tersebut antara lain:
47
 
a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, yaitu 
penjatuhan pidana tambahan tidak boleh sebagai pidana satu-satunya; 
b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu 
perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, yang berarti 
pidana tambahan tidak diancamkan; 
c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada 
beberapa perbuatan pidana tertentu; 
d. Bersifat fakultatif, yaitu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya 
atau tidak. 
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Dalam hukum pidana Islam, pengelompokan hukuman menjadi tiga 
bagian didasarkan pada jenis tindak pidananya, yaitu sebagai berikut:
48
 
a. Hukuman h}udu>d 
Istilah h}udu>d berarti larangan-larangan yang apabila dilanggar 
akan dijatuhi hukuman yang tegas, ciri-ciri hukuman ini yaitu, bentuk 
dan ukurannya merupakan hak Allah, sya>r’i telah menentukan bentuk 
dan ukurannya dalam nash secara jelas dan rinci (s}arih), h}ad bukan 
berarti adanya batas terendah dan batas tertinggi, jika telah terbukti 
tindak pidananya maka hukuman harus dilaksanakan sebagaimana 
mestinya tidak boleh dimaafkan, digugurkan atau dikurangi baik oleh 
hakim, manusia secara personal atau masyarakat secara umum, dan yang 
terakhir memberikan manfaat guna melindungi kemaslahatan masyarakat 
dan terciptanya ketertiban, kesejahteraan dan keselamatan. Hukuman 
ḥudūd terdapat 7 (tujuh) macam yaitu h}ad al-zina>, h}ad al-qadhaf, h}ad al-
sa>riq, h}ad al-h}ira>bah, h}ad al-syurb al-khamr, h}ad al-murtad (riddah), h}ad 
al-baghy. 
b. Hukuman qis{a>s{ - diya>t 
Hukuman qis{a>s{ - diya>t adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 
pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa dan tubuh sebagaimana 
yang telah ditentukan dalam nash, namun berat ringannya hukuman 
menjadi wewenang individu yang menentukan yaitu dengan kata lain, 
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korban atau keluarganya diberi wewenang untuk memaafkan, 
mengurangi, bahkan membebaskan pelaku dari hukuman. 
c. Hukuman ta’zi>r 
Hukuman ta’zi>r¸ merupakan hukuman yang bentuk dan 
ukurannya tidak ditentukan dalam nash Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah. 
Oleh karena itu, berat dan ringannya maupun bentuk dan jenis 
hukumannya ditentukan dan ditetapkan oleh umat muslim dan/atau 
pemerintah yang berkuasa. Dalam hal ini, sebagai upaya untuk mencapai 
kemaslahatan masyarakat bagi umat muslim. 
Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman 
yang lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat macam hukuman yaitu:
49
 
a. Hukuman pokok (al-‘uqu>ba>t al-ashliyah), yaitu hukuman asal (asli) bagi 
kejahatan, contohnya seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman 
jilid seratus kali bagi pezina ghayr muhshan; 
b. Hukuman pengganti (al-‘uqu>ba>t al-badaliyah), adalah hukuman yang 
menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat 
dilaksanakan karena alasan hukum diyat bagi pembunuh yang telah 
mendapatkan maaf qis{a>s{nya oleh keluarga korban atau hukuman ta’zi>r 
apabila karena suatu hal, hukuman had tidak dapat dilaksanakan; 
c. Hukuman tambahan (al-‘uqu>ba>t al-thaba  iyah), yaitu hukuman yang 
dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, contohnya 
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seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari 
harta terbunuh; 
d. Hukuman pelengkap (al-‘uqu>ba>t al-takmiliyat), adalah hukuman yang 
dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. 
 
D. Pelaku Pidana 
Dalam rumusan asli bahasa Belanda terdapat kata dader, yang berasal 
dari kata daad yang mempunyai arti yang sama dengan kata het doen atau 
handeling yaitu dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai hal melakukan 
atau sebagai tindakan. Sehingga orang yang melakukan suatu daad disebut 
sebagai dader yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai orang yang 
melakukan peristiwa pidana, namun ada juga penerjemah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang menerjemahkan dader dengan kata pembuat.
50
 
Dalam suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam 
hal-hal tertentu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. 
Keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk 
kerjasama yang mempunyai perannya masing-masing. Dalam pasal 55 dan 56 
KUHP telah mengatur mengenai masalah pelaku (dader) dan keturutsertaan 
(deelneming), ketentuan dalam pasal 55 KUHP rumusannya adalah sebagai 
berikut:
51
 
1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
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a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan 
perbuatan; 
b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan 
atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi 
kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk 
melakukan suatu perbuatan. 
2. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir, yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan 
yang dengan sengaja telah melakukan gerakan untuk dilakukan oleh orang 
lain, berikut akibat-akibatnya. 
Pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan 
kejahatan: 
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 dan 56 KUHP, maka pelaku 
dalam keturutsertaan adalah sebagai berikut: 
1. Orang yang melakukan (pleger); 
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger); 
3. Orang yang turut melakukan (medepleger); 
4. Orang yang membujuk/penggerak (uitlokker); 
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige). 
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Orang yang melakukan (plegen), yaitu seorang yang sendirian telah 
berbuat mewujudkan atau telah memenuhi semua unsur atau elemen 
delik/peristiwa pidana sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk 
pelaku tindak pidana percobaan). Sedangkan orang yang menyuruh orang lain 
(doen pleger), menurut Satochid Kartanegara yaitu seseorang yang mempunyai 
kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri tetapi 
menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang yang disuruh tersebut 
haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. 
Sehingga orang yang disuruh harus hanya sebagai suatu alat saja, maksud dari 
orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya sebagai berikut:
52
 
1. Menurut pasal 44 KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya 
(orang gila); 
2. Orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh kekuasaan yang 
tidak dapat dihindarkan (overmacht) berdasarkan pasal 48 KUHP; 
3. Orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang tidak sah 
menurut pasal 51 KUHP; 
4. Orang  yang telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan 
sama sekali, misalnya si A berniat untuk mencuri sepeda motor yang 
terparkir di halaman kantor pos, namun ia tidak berani melakukannya 
sendiri sehingga ia menunggu ditempat yang agak jauh dan meminta 
tolong kepada si B untuk mengambil motor tersebut dengan mengatakan 
bahwa motor tersebut adalah miliknya. Apabila si B memenuhi permintaan 
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si A, maka si B tidak dapat di hukum karena unsur sengaja tidak ada dan 
yang dihukum sebagai pencuri adalah si A. 
Kemudian orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti 
kata bersama-sama melakukan, sedikitanya harus ada dua orang yaitu orang yang 
melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu peristiwa 
pidana. Persoalan mengenai turut serta apakah setiap pelaku dan pelaku-peserta 
harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disyaratkan  bagi 
seorang petindak, para ahli mempunyai pendapatnya masing-masing. Van Hamel 
berpendapat bahwa dapat dianggap sebagai pelaku-peserta (turut serta melakukan) 
apabila setiap pelaku peserta adalah petindak sebagaimana dalam rumusan delik. 
Misalnya apabila B melakukan perbuatan pembongkaran sedangkan C yang 
mengambil (mencuri) barang, maka B bukan pelaku peserta dari tindak pidana 
pencurian dengan jalan merusak/membongkar (pasal 365 ayat (1) ke 5) melainkan 
hanya pembantu.
53
 
Sedangkan Simons berpendapat sedikit luas, yaitu menganggap bahwa 
seorang pelaku peserta adalah petindak meskipun tidak memenuhi semua unsur-
unsur tindak pidana yang bersangkutan, namun harus memenuhi semua keadaan 
pribadi (persoonlijke hoedanigheid) petindak sebagaimana dirumuskan dalam 
delik. Apabila dalam pasal 419 KUHP menentukan subjeknya adalah seorang 
pegawai negeri/pejabat, maka pelaku peserta harus seorang pegawai 
negeri/pejabat. Namun, apabila pelaku peserta tidak memenuhi keadaan pribadi 
petindak maka ia bukanlah pelaku peserta melainkan pembantu.  
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Hooge Raad sejalan dengan pemikiran Pompe mempunyai pandangan 
yang dapat dikatakan lebih sesuai dengan rumusan serta maksud dalam undang-
undang,  bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan (pelaku peserta) 
tindak pidana ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
54
 
1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak 
pidana dan saling bekerja sama, misalnya A dan B bekerja sama untuk 
melakukan pencurian di salah satu toko elektronik. A dan B masuk 
kedalam toko tersebut dan masing-masing mengambil barang elektronik 
itu, sehingga perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak 
pidana pencurian; 
2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain 
tidak misalnya dua orang yang akan mencopet di tempat yang ramai si A 
dan B bekerjasama, A yang menabrak orang yang akan menjadi 
sasarannya sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut; 
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana sepenuhnya, tetapi 
mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu, misalnya A dan B 
bekerja sama melakukan pencurian berat dengan jalan merusak (pasal 363 
ayat (1) ke 5 KUHP) yang mana untuk mewujudkan perbuatan pidananya 
A yang bertugas merusak dan mencongkel kunci jendela rumah sedangkan 
B bertugas mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dan A jg 
bertugas menerima barang tersebut di depan jendela. 
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Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun 
seorang (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) tidak memenuhi unsur 
keadaan pribadi dari pelaku, namun dalam kerjasama ia mengetahui adanya 
keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu 
adalah seorang pelaku peserta. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi syarat 
untuk dapat dikatakan sebagai medepleger antara lain adalah:
55
 
1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking) 
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling 
mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. 
Adanya kesadaran bukan berarti harus ada pemufakatan terlebih dahulu, 
namun antara peserta saat dilakukannya perbuatan harus mempunyai hasil 
tujuan yang sama serta adanya kesengajaan untuk bekerjasama dan 
ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. 
2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitveoring/ 
physieke samenwerking). 
Pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju 
pada pelaksanaan unsur delik saja serta pebuatan pelaksana tidak harus 
sama, maksudnya adalah perbuatan antara pelaku peserta saling terkait dan 
mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan apabila pelaksanaan fisik 
tersebut tidak termasuk dalam unsur delik namun sangat mendukung 
pelaksanaan delik yang dilakukan sehingga dapat terwujud akibat tindak 
pidana yang dilakukan. Misalnya dalam pembunuhan yang dilakukan T 
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dan R secara bersama-sama dan kemudian tidak jelas pukulan siapa yang 
mewujudkan matinya korban tetap merupakan bentuk penyertaan, selama 
terdapat kerjasama secara sadar sebelumnya. 
Selanjutnya, orang yang membujuk atau menggerakkan (uitlokker) 
yaitu perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. 
Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut 
sebagai Actor Intelectualis atau intelectueel dader atau provocateur atau uitlokker. 
Para ahli mempunyai istilah masing-masing dalam menerjemahkan kata uitlokker, 
seperti halnya Satochid Kartanegara, P.A.F Lamintang, S.R Sianturi 
menggunakan istilah penggerak; lalu Barda Nawawi Arief, dan Moeljatno 
menggunakan istilah penganjur; dan Wirjono Protjodikoro, R. Soesilo, R. Tresna 
memakai istilah pembujuk; sedangkan Andi Zainal Abidin Farid menggunakan 
istilah pemancing.  
Prof. Van Hamel telah merumuskan pengertian uitlokker sebagai bentuk 
deelneming berupa kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana 
dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena 
telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak 
pidana yang bersangkutan.
56
 Berdasarkan rumusan tersebut, bentuk penyertaan 
uitlokker hampir sama dengan doen pleger yaitu dalam mewujudkan suatu tindak 
pidana/delik ada dua pihak yang terlibat yakni intelectueel dader (orang yang 
menyuruh atau membujuk atau menggerakkan) dan materilele dader (orang yang 
                                                             
       
56
 P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.648. 
61 
 
disuruh atau dibujuk). Walaupun terdapat kesamaan antara uitlokker dan doen 
pleger, namun terdapat perbedaan-perbedaan antara keduanya, yaitu: 
1. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam doen pleger, 
haruslah orang yang niet-toerekenbaar atau orang yang perbuatannya tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang yang telah digerakkan 
untuk melakukan tindak pidana dalam uitlokker, haruslah orang yang sama 
halnya dengan yang menggerakkan atau yang membujuk, haruslah dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya atau toerenkenbaar. 
2. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seorang yang telah menyuruh 
melakukan suatu tindak pidana dalam doen pleger, tidak ditentukan oleh 
undang-undang. Sedangkan cara-cara yang digunakan oleh orang yang 
menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam uitlokker, 
telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yakni dengan 
pemberian, perjanjian, salah menggunakan kekuasaan atau pengaruh, 
dengan paksaan, ancaman atau tipu muslihat, atau dengan memberikan 
kesempatan, ikhtiar atau keterangan. 
Dan yang terakhir yaitu orang yang membantu melakukan tindak 
pidana (medeplichtigheid), perbuatan membantu bersifat memberi tolong atau 
sokongan. Dalam hal ini tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan, apabila 
telah melakukan perbuatan pelaksanaan maka pelaku termasuk mededader, bukan 
lagi membantu. Prof. Simons mengungkapkan bahwa membantu haruslah 
memenuhi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif 
yaitu perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mempermudah 
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atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Sedang unsur subjektif 
ialah apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya dapat 
mempermudah dilakukannya suatu kejahatan.
57
  
Turut serta dalam Hukum Pidana Islam (fiqh jina>yah) menurut Ahmad 
Hanafi berada di dalam 4 (empat) kemungkinan, yaitu:
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1. Pelaku melakukan jarimah bersama orang lain (mengambil bagian dalam 
melaksanakan jari>mah). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-
sama; 
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan 
jari>mah; 
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jari>mah; 
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jari>mah dengan berbagai 
cara, tanpa turut serta melakukannya. 
Empat kemungkinan tersebut di atas dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Turut serta secara langsung 
Turut serta secara langsung adalah jari>mah yang dilakukan oleh 
lebih dari satu pelaku yang masing-masing secara langsung terlibat dalam 
pelaksanaan jari>mah. Turut serta secara langsung dalam jari>mah 
dinamakan sebagai isytirak mubasyir, sedangkan pelakunya dinamakan 
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 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 
90. 
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 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 225. 
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syarik mubasyir. Para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah 
secara langsung yaitu: al-tawafuq dan al-tamalu’. 
Al-tawafu adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan 
secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya dan tanpa dorongan orang 
lain, melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas kejadian 
dihadapannya. Sehingga setiap pelaku jarimah tidak saling mengenal 
antara satu dan lainnya. Misalnya kejahatan yang terjadi saat 
berlangsungnya demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk 
melakukan suatu kejahatan. Dalam jari>mah ini, masing-masing pelaku 
dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, sehingga 
pertanggungjawaban masing-masing pelaku dapat berbeda-beda.
59
 
Al-tamalu’ yaitu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang 
secara bersamaan dan terencana, sehingga para pelaku melakukan jarimah 
dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu untuk melakukan jarimah. 
Misalnya dalam kasus pembunuhan atas seseorang yang dilakukan oleh 
sekelompok orang secara terencana: ada yang mengikatnya, ada yang 
memukulnya atau menembaknya. Para pelaku jarimah tersebut 
bertanggungjawab atas kematian korban, karena pada jarimah ini masing-
masing pelaku menanggung pertanggungjawaban yang sama (walaupun 
perannya berbeda-beda) yaitu pembunuhan terhadap korban. 
2. Turut serta tidak langsung 
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 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: 
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Turut serta tidak langsung yaitu seperti orang yang menyuruh 
orang lain untuk berbuat jari>mah terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, 
para ulama dikalangan mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Ahmad 
mengemukakan bahwa orang yang menyuruh itulah yang dianggap 
sebagai pelaku jari>mah, karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang 
digerakkan oleh penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh itu 
tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali apabila yang disuruh 
sampai pada tingkat paksaan. sehingga dalam kasus ini, apabila orang 
yang disuruh tidak sampai tingkat paksaan maka yang yang disuruhlah 
yang harus bertanggungjawab atas jari>mah yang dilakukannya, sedangkan 
yang menyuruh dikenai sanksi ta’zi>r.60 
Mengenai hukuman pelaku turut serta tidak langsung, dalam hukum 
pidana Islam dikenai hukuman ta’zi>r, karena perbuatan tidak langsung merupakan 
illa>t dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran) dalam berbuat jari>mah. Bentuk 
lain dari turut berbuat jari>mah langsung ialah menghasut orang lain untuk 
melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, terdapat tiga syarat terjadinya turut 
berbuat jari>mah, yaitu: 
1. Adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman (jari>mah); 
2. Adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya 
kesepakatan untuk berbuat jari>mah, atau membantu melakukan jari>mah; 
3. Adanya tujuan dari setiap pelaku demi terjadinya suatu perbuatan yang 
diancam hukuman. 
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BAB III 
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINA>YAH 
 
A. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif 
Hukum Positif 
Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia terdapat 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu dalam pasal 285, 
pasal 286, pasal 287, dan pasal 291 KUHP; pasal 76 D jo. pasal 81 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta pasal 8 jo. pasal 46 dan pasal 47 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas mengenai 
tindak pidana pemerkosaan, penulis membagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu sebagai 
berikut: 
1. Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan 
Jenis tindak pidana pemerkosaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur maka dapat dibagi menjadi 3 hal yaitu: 
a. Tindak pidana pemerkosaan biasa, yaitu tindak pidana pemerkosaan 
yang biasa dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita sebagaimana 
pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya yang 
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menyatakan bahwa “pembuat undang-undang menganggap tidak perlu 
menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk 
bersetubuh... .karena perbuatan itu dipandang tidak mengakibatkan 
sesuatu yang merugikan seperti seorang wanita bahaya untuk hamil.” 
kejahatan pemerkosaan dalam hal persetubuhan terhadap wanita dimuat 
dalam rumusan pasal 285 KUHP yang berbunyi
1
 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, 
dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua belas tahun. 
 
Sebagaimana rumusan perkosaan dalam pasal di atas, maka didapat 
unsur-unsurnya yaitu pertama, unsur “barangsiapa" merupakan unsur 
yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu pelaku (dader). Yang 
dimaksud sebagai subyek hukum adalah setiap orang/individu yang 
cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga 
telah dilakukannya. Kedua, unsur perbuatan “memaksa” disini 
perbuatan menekan kehendaknya terhadap orang lain yang mana 
kehendak tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain itu. 
Pemaksaan inilah yang menjadi perbuatan yang diilarang dalam pasal 
285 KUHP. Ketiga, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” 
yang berarti perbuatan memaksa seperti tersebut diatas disertai dengan 
cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan agar orang lain 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 210. 
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menerima kehendak yang menekan. Dalam hal ini sifat kekerasan 
adalah abstrak yaitu wujud konkret dari kekerasan bermacam-macam 
dan tidak terbatas.
2
 Keempat, unsur “seorang perempuan yang bukan 
isterinya” merupakan objek dari perbuatan dalam tindak pidana 
pemerkosaan, sehingga yang menjadi korban tindak pidana 
pemerkosaan haruslah seorang perempuan yang bukan istrinya, apabila 
terhadap istrinya sendiri maka tidak dapat dikenakan pasal ini. Kelima, 
unsur “bersetubuh dengan dia” dalam hal ini persetubuhan yang 
dimaksud ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan anggota 
kelamin perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi 
anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga 
mengeluarkan air mani.
3
 Apabila perbuatan pelaku kejahatan hanya 
meraba-raba anggota kemaluan atau perbuatan cabul lainnya dan tidak 
sampai pada tahap persetubuhan seperti tersebut di atas, maka tidak 
dapat dikenakan pasal ini karena perbuatan cabul dalam undang-undang 
disebutkan tersendiri yaitu dalam pasal 289. 
Kemudian kejahatan perkosaan lainnya terdapat dalam pasal 286 
KUHP yaitu tindak pidana pemerkosaan dengan perempuan yang bukan 
istrinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dalam pasal ini 
terdapat unsur “sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan 
atau tidak berdaya”, yaitu perempuan korban dalam keadaan pingsan 
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 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209. 
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atau tidak berdaya haruslah bukan dikarenakan oleh perbuatan pelaku, 
apabila pingsan atau tidak berdayanya korban disebabkan oleh 
perbuatan pelaku maka tidak dapat dikenai dalam pasal 286 KUHP 
melainkan termasuk kejahatan pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP, 
serta dalam kasus perempuan yang sedang tidur nyenyak tidak termasuk 
dalam pasal ini. 
b. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, pada 
mulanya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa 
terhadap anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 287 KUHP, dalam pasal ini 
terdapat unsur “diketahui umur perempuan itu belum 15 tahun; atau jika 
umurnya tidak jelas belum waktunya kawin” yaitu perempuan yang 
diajak bersetubuh diketahui atau disangka oleh pelaku bahwa 
perempuan itu belum cukup berumur 15 tahun atau belum waktunya 
untuk kawin. Indikator belum waktunya disetubuhi ada pada bentuk 
fisik dan psikis. Secara fisik tampak pada wajah dan tubuhnya masih 
anak-anak atau tubuh anak kecil, seperti halnya tubuh anak kecil pada 
umumnya yaitu belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh 
rambut kemaluannya atau mungkin belum datang haidnya. Secara 
psikis dapat dilihat pada tingkahnya, misalnya masih senang bermain-
main seperti pada umumnya anak belum berumur 15 tahun.
4
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Selanjutnya mengenai kejahatan pemerkosaan terhadap anak 
dibawah umur diatur lebih jelas dalam pasal 76 D Undang-Undang No. 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: :
5
 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain. 
 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, unsur “melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan”, meliputi berbagai bentuk 
kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis atau kejiwaan juga 
termasuk kedalamnya serta ancaman untuk melakukan perbuatan 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sama 
halnya dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 
285 KUHP. Selanjutnya, unsur “memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dalam 
undang-undang yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
c. Tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana 
yang dirumuskan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:
 6
 
(a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
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 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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6
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
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(b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu. 
 
Unsur “kekerasan seksual”  berdasarkan pasal di atas yaitu, setiap 
perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan 
hubungan seksual yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan 
hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 
tujuan tertentu. Pemaksaan hubungan seksual tidak harus dilakukan 
dengan cara penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, 
tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain seperti penetrasi 
kelamin laki-laki ke dalam mulut atau anus dengan cara menggunakan 
alat-alat atau objek lainnya.
7
  
Sebagaimana yang rumuskan dalam undang-undang ini orang 
yang berada dalam lingkup rumah tangga meliputi suami; istri; anak; 
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan karena 
hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap 
dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah 
tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam undang-
undang PKDRT, terdapat beberapa akibat-akibat kekerasan terhadap 
perempuan yang ditegaskan yaitu: 
8
 
1) Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali; 
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 Heriansyah, “Hukumana Pelaku Perkosaan dibarengi Pembunuhan oleh Anak Ditinjau dari 
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2) Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 
(empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-
turut; 
3) Gugur atau matinya janin dalam kandungan; 
4) Tidak berfungsinya alat reproduksi. 
2. Hukuman Tindak Pidana Pemerkosaan 
Dalam pasal 285 KUHP yang merupakan tindak pidana 
pemerkosaan biasa yang terhadap perempuan yang bukan istrinya. Maka 
ancaman hukuman dalam pasal tersebut di atas yaitu pidana penjara 
selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, hakim tidak boleh menjatuhkan 
hukuman lebih dari 12 (dua belas) tahun namun hakim dapat menjatuhkan 
hukuman yang lebih ringan dari ketentuan di atas atau mungkin dapat 
menjatuhkan hukuman yang paling lama selama 12 (dua belas) tahun. 
Sedangkan dalam pasal 286 KUHP, ancaman hukumannya lebih 
ringan dibandingkan dengan pasal 285 KUHP yaitu selama-lamanya 9 
(sembilan) tahun. Hal ini dapat dilihat dari keadaan korban yang pingsan 
atau tidak berdaya yang bukan disebabkan oleh pelaku sehingga tidak ada 
unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan dapat dikatakan bahwa 
pelaku hanya mengambil kesempatan dari pingsannya korban atau 
ketidakberdayaan korban. 
Selanjutnya ancaman hukuman terhadap pelaku yang bersetubuh 
dengan perempuan yang bukan istrinya dan umurnya belum 15 tahun atau 
belum masanya untuk kawin, sebagaimana dalam rumusan pasal 287 
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KUHP ancaman hukuman penjara selama-lamanya adalah 9 (sembilan) 
tahun. Pasal 287 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa penuntutan hanya 
dapat dilakukan apabila adanya pengaduan karena peristiwa ini adalah 
delik aduan, kecuali apabila umur perempuan korban belum cukup 12 
tahun atau peristiwa itu berakibat luka berat atau mati.
9
 
Dalam rumusan pasal 291 KUHP, ancaman hukuman dalam pasal 
286,287,289 dan 290 menjadi paling lama 12 (dua belas) tahun apabila 
perbuatan dalam pasal-pasal tersebut mengakibatkan luka berat bagi 
korban, namun apabila hingga menyebabkan matinya korban, maka 
ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut di atas menjadi paling lama 
15 (lima belas) tahun. Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal di atas, 
merupakan unsur akibat dari perbuatan menyetubuhi, yakni luka-luka, luka 
berat dan kematian. Unsur ini disebut unsur akibat konstitutif (constitutief 
gevolg) yang timbul setelah dilakukanya perbuatan, sehingga antara 
perbuatan dan akibat terdapat causal verband, yaitu akibat-akibat tersebut 
benar-benar langsung diakibatkan oleh persetubuhan yang dilakukan. 
Mengenai luka berat, undang-undang memberikan pengertian 
khusus dalam pasal 90 KUHP, yang menjelaskan luka berat yaitu: 
a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 
sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut; 
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan; 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
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c. Kehilangan salah satu pancaindra; 
d. Mendapat cacat berat; 
e. Menderita sakit lumpuh; 
f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Ancaman hukuman dalam pasal 287 KUHP dirasa ringan 
mengingat bahwa korban adalah anak yang masih di bawah umur. Namun 
dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, ancaman hukuman lebih berat dari pada pasal 287 KUHP yaitu 
setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp5,000.000.000 (lima miliar rupiah). 
Kemudian pada pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan 
pidana pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Yang 
dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat pelaku untuk mengakali agar 
dapat memperdaya anak (korban) untuk melakukan apa yang menjadi 
kehendak pelaku dengan cara-cara serangkaian kebohongan atau bujukan-
bujukan. Selanjutnya apabila kejahatan dalam pasal 76D dilalukan oleh 
Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, 
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maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1). 
Selanjutnya ancaman hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga terdapat pada pasal 46 yang berbunyi:
10
 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 36, 000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) 
 
Ancaman hukuman dalam pasal tersebut di atas, paling lama 12 
(dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 36, 000.000 (tiga puluh 
enam juta rupiah). Dalam hal ini undang-undang hanya menetapkan 
ancaman hukuman yang paling lama dan tidak ada ketentuan ancaman 
hukuman paling ringan. Sehingga hal ini menjadi kewenangan hakim 
untuk menjatuhkan hukum di bawah dua belas tahun atau paling lama 
yaitu dua belas tahun. 
Dalam hal pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan 
seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, 
maka bentuk pemaksaan tersebut juga berupa pemaksaan hubungan 
seksual secara biasa maupun pemaksaan hubungan seksual secara tidak 
wajar/tidak dikehendaki. Ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal 47 
yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
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Rp 12,000.000. (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp300,000.000 (tiga ratus juta rupiah). 
3. Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 
Mengenai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 285, 
286 dan 287 KUHP menerangkan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan 
perempuan” yang mana dapat kita ketahui bahwa pelaku kejahatan 
pemerkosaan adalah seorang laki-laki, sebagaimana yang disampaikan 
oleh R.Soesilo bahwa pembuat undang-undang menganggap tidak perlu 
adanya pidana terhadap perempuan yang memaksa bersetubuh walaupun 
hal itu juga mungkin terjadi, namun hal itu dipandang tidak 
mengakibatkan hal buruk atau sesuatu hal yang merugikan, tidak seperti 
apabila korban adalah perempuan maka akan ada bahaya perempuan 
tersebut hamil dan melahirkan akibat peristiwa itu. 
Namun dalam hal kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang 
masih dibawah umur baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun  
perempuan dewasa maka dapat dikenai pidana sebagaimana dalam pasal 
290 ayat 3e KUHP yang merumuskan “barangsiapa membujuk seseorang 
yang diketahui belum cukup 15 tahun atau belum masanya kawin 
melakukan perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain 
dengan tiada kawin”. R.Soesilo memberikan contoh apabila persetubuhan 
dilakukan oleh seorang perempuan berumur 35 tahun dengan seorang 
pemuda berumur 13 tahun atau belum masanya kawin dapat dipandang 
melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat dikenakan pasal 
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290 ayat 3e KUHP dengan ancaman hukum penjara selama-lamanya 7 
(tujuh) tahun.
11
 
Hal ini juga berlaku dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, mengenai pasal 76D yang terdapat unsur 
“barangsiapa” yang dimaksud dengan barangsiapa merupakan unsur yang 
menunjuk kepada subyek hukum yaitu pelaku (dader). Yang dimaksud 
sebagai subyek hukum adalah setiap orang/individu yang cakap 
melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. 
Dalam hal ini siapapun pelaku kejahatan pemerkosaan baik laki-laki 
maupun perempuan terhadap anak yang masih dibawah umur dapat 
dikenai pidana.  
Sedangkan kejahatan pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga 
yang menjadi pelaku dan korban haruslah berada satu dalam lingkup 
rumah tangga tersebut seperti halnya pembantu rumah tangga atau 
pengasuh anak yang tinggal dan menetap dalam rumah tangga tersebut 
atau kejahatan pemerkosaan terhadap mertua atau saudara ipar yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. dalam hal ini penulis tidak 
meneliti mengenai pemaksaan bersetubuh yang dilakuka seorang terhadap 
istrinya, yang menjadi fokus peneliti adalah mengenai kejahatan 
pemerkosaan diluar perkawinan. 
                                                             
      
11
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 213. 
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B. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif 
Fiqh Jinayah 
Kejahatan pemerkosaan semakin bertambah banyak seiring dengan 
perkembangan zaman, bahkan dalam beberapa tahun belakangan kejahatan 
pemerkosaan terjadi dalam lingkup privat/pribadi yang mana pelaku kejahatan 
pemerkosaan adalah orang terdekat korban seperti teman, pacar, saudara, paman, 
ayah tiri bahkan ayah kandung. Pemerintah telah menetapkan peraturan 
perundang-undang mengenai tindak pidana pemerkosan yaitu dalam dalam pasal 
285 dan 286, KUHP; pasal 76 D jo. pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak; serta pasal 8 jo. pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Sedangkan dalam fiqh jina>yah (Hukum Pidana Islam), kejahatan 
pemerkosaan tidak termasuk dalam jari>mah h}udu>d murni yaitu dalam artian 
jari>mah zina>, bahkan ayat Al-Qur‟an dan Hadis juga tidak banyak 
mengungkapkan kejahatan pemerkosaan secara langsung. Sehingga tindak pidana 
pemerkosaan tergolong kedalam jari>mah ta’zi>r karena tidak memenuhi unsur 
dalam jari>mah zina>. Perzinahan berbeda dengan kejahatan pemerkosaan walaupun 
sama-sama perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diluar 
pernikahan. Dalam jari>mah zina> dilakukan atas dasar suka sama suka atau atas 
dasar kerelaan dari kedua belah pihak, sedangkan dalam tindak pidana 
pemerkosaan, persetubuhan dilakukan atas dasar paksaan dengan cara kekerasan 
atau ancaman kekerasan yang dapat membuat pihak yang dipaksa menjadi trauma 
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berkepanjangan.
12
 Sehingga dapat disimpulkan apabila persetubuhan antara laki-
laki dan perempuan diluar pernikahan dilakukan atas dasar mau sama mau atau 
suka sama suka maka hal itu termasuk dalam jari>mah zina>, namun apabila salah 
satu pihak (biasanya perempuan) dalam keadaan terpaksa atau terancam maka itu 
adalah tindak pidana pemerkosaan. 
Abdul Qadir Al-Audah membagi jarimah ta’zi>r menjadi 3 (tiga) 
macam, yaitu:
13
 
1. jari>mah h}udu>d, qis{a>s{ - diya>t yang mengandung unsur syubhat (keadaan 
yang samar) dan tidak memenuhi syarat. Namun tindak pidana itu sudah 
termasuk dalam perbuatan maksiat seperti pencurian harta syirkah, 
pemerkosaan dan pembunuhan ayah terhadap anaknya. Dalam hal ini, 
termasuk kategori hudud namun tidak dapat dikenai hukuman hudud 
sebagaimana dalam hadis  Rasulullah saw. yaitu: 
ََاَْدَََرُءَُْلاَاوَُدََدوَََعَِنََْلاَُمَْسَِلَِمََْيَََمَْساَاََتََطََْعُتَْمََََفِإََْنَََكََناَََلَُوََََْمَرَُجَََفََخَُلََسَاوَِبََليَُوََََفِإََنََِْلاََمََماََأَْنََُْيَِطََئََِفَ
َْنَأَْنِمَُر ْ يَخَِوْفَعْلاََُْيَِطََئََِفَْلاَُعَُقََْوَبَِة.َ)ىذيمترلاَهاور(
14  
Artinya:  
Hindarilah hudud dari kaum muslimin semampu kamu sekalian 
maka sesungguhnya itu sebagai jalan keluar maka kosongkanlah. 
Maka sesungguhnya hakim memaafkan kesalahannya lebih baik 
dari pada salah dalam menghukum. 
                                                             
       
12
 Nurhayati, “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi antara Hukum 
Islam dan Qānūn Jināyat di Aceh”, Jurnal Al-Manāhij:Jurnal Kajian Hukum Islam, (Purwokerto), 
Vol. XXI Nomor 1, 2018, hlm. 22. 
       
13
 Zaki Tsani, “Daya Efek Jera dari Sanksi Pidana Kejahatan Perkosaan (Kajian Hukum 
Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011, hlm. 57-58. 
      
14
 Imam at-Tirmizi, al-Jami‟ as-Sahih, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), II : 438, Hadits nomor 447, 
“Abwab al-Hudud, dari „Aisyah. 
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Sebagaimana dalam kaidah fiqh jina>yah, yaitu tidak sahnya hukuman 
karena adanya unsur keraguan 
دودلاَاوؤرداَ.تاهبشلاب  
Artinya: 
Hindarilah hudud karena adanya unsur syubhat. 
2. jari>mah ta’zi>r yang jenis jarimahnya telah ditentukan oleh nash, namun 
sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Misalnya sumpah 
palsu, saksi palsu, menghianati amanah, mengurangi timbangan dan lain 
sebagainya. 
3. jari>mah ta’zi>r dimana jenis jarimah dan sanksinya menjadi wewenang 
penguasa demi menjaga kemaslahatan umat. Contohnya seperti 
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, pelanggaran terhadap 
peraturan lalu lintas dan pelanggaran pemerintah lainnya. 
Berdasarkan pembagian diatas, tindak pidana pemerkosaan 
termasuk dalam jari>mah h}udu>d, namun apabila mengandung unsur syubhat dan 
tidak memenuhi syarat maka hukuman hudud atasnya dihapuskan dan dapat 
digantikan dengan jari>mah ta’zi>r. 
a. jari>mah zina> 
Dalam hal ini, jarimah perzinahan dapat menjadi landasan awal 
dalam tindak pidana pemerkosaan karena adanya kesamaan dari perbuatan 
yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang 
wanita diluar perkawinan. Menurut Abdul Qadir Al-Audah yang dikutip 
oleh Heriansyah dalam jurnal Qiyas, tindak pidana pidana pemerkosaan 
adalah tindak pidana yang di ancam dengan hukuman had karena dapat 
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diartikan sebagai perbuatan zina. Para ulama pun sepakat diberlakukannya 
h}ad bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan 
baginya h}ad atau si pelaku mengakui perbuatannya. Apabila tidak 
memenuhi dua hal tersebut, maka baginya hukuman ta’zi>r dan tidak ada 
hukuman bagi si wanita apabila terbukti tidak menginginkannya atau 
terpaksa.
15
  
Hal ini berdasarkan pada kisah kasus perkosaan pada masa 
Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, 
menyebutkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku 
pemerkosaan, yaitu: 
ََ ث َّدَحَ، ُِّيرْو ُباَسْي َّ نلاََيَْيََُنْبَُد َّمَُمَُاَنََ ث َّدَحَ،َلِيئاَرْسإَْنَعَ،َفُسْو ُيَُنْبَُد َّمَُمَُاَنََ ث َّدَحَ،ٍبْرَحَُنْبَُكَاِسَِاَن
ًََةَأرْماَ َّنَأ"َِوِيبأَْنَعَ،ِيِدْنِكْلاٍَلِئاَوَِنْبََةَمَقْلَعَْنَعََمَّلَسَوَِوْيَلَعَُللهاَىّلَصَِللهاََلوُسَرَِدْهَعَىَلَعَْتَجَرَخ
اَه ْ يَلَعَ َّرَمَوَ،َقََلطْناَفَ،ْتَحاَصَفَ،اَه ْ نِمَُوَتَجاَحََضَق َفَ،اَهَلَّلَجَت َفٌَلُجَرَاَىَاَّقَل َت َفَ،َةَلََّصلاَُدِيُرتََ،ٌلُجَر
ََذََكوَاَذََك بََِلَع َفََلُجَّرلاََكاَذَ َّنإَ:ْتَلاَق َفََلُجَّرلاََكاَذَ َّنإَ:ْتَلاَق َفَ،َنِيرِجاَهُمْلاَْنِمٍََةناَصِِعبَْتَّرَمَوَ،ا
َْتَلاَق َفَ،اَىْو ََتأَوَاَه ْ يَلَعََعَقَوَُوََّنأَْتََّنظَيِذَّلاََلُجَّرلاَاوُذَخَأَفَ،اوُقََلطْناَفَ،اَذََكوَاَذََك بََِلَع َفََوُىَْمَع َنَ:
ََصَِللهاََلوُسَرَِوِبَاْو َتَأَفَ،اَذَىَ،اَه ْ يَلَعََعَقَوَيِذَّلاَاَه ُبِحاَصََماَقَ،َمَجْر ُِيلَِوِبََرََمأَا َّمَل َفََمَّلَسَوَِوْيَلَعَُللهاَىّل
ََسَحًَلاْو َقَِلُجَّرِللََلاَقَوَِكَلَُللهاََرَفَغَْدَق َفَبَِىْذاَ:َاَلَََلاَق َفَ،اَه ُبِحاَصََاَنأَ،ِللهاََلوُسَرََايَ:َلاَق َفََلاَقَوَ،اًن
اَِلُجَّرِلل.ْمُه ْ نِمََلِبُقَلَِةَنيِدَمْلاَُلْىَأَاَه َبَاتَْوَلًََةبْو َتََبَاتَْدَقَلَ:َلاَقَوَ،ُهُْوُجُْراَ:اَه ْ يَلَعََعَقَوَيِذَّل  
 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahyaa An-
Naisaburiy, Muhammad bin Yuusuf, dari Israil: telah menceritakan 
kepada kami Simaak bin Harb, dari „Alqamah bin Wail Al-Kindiy, 
                                                             
        
15
 Heriansyah, “Hukumana Pelaku Perkosaan dibarengi Pembunuhan oleh Anak Ditinjau dari 
Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup No. 
7/Pid.Sus.Anak/2016/P.Crp)”,Jurnal Qiyas, (Bengkulu) Vol. 3 Nomor 2, 2018, hlm. 262. 
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dari ayahnya: ada seorang wanita di jaman Rasulullah SAW yang 
keluar rumah hendak melakukan shalat. Lalu ia berjumpa dengan 
seorang laki-laki, yang kemudian ia (laki-laki) memperkosanya. 
Setelah selesai memperkosanya, wanita itu berteriak-teriak. Laki-
laki tadi pun kabur. Lalu ada seseorang yang melewatinya. Wanita 
itu berkata kepadanya: “sesungguhnya ada seorang laki-laki yang 
melakukan begini dan begitu kepadaku”. Lalu lewat pula 
sekelompok dari Muhajirin, dan wanita itu berkata kepada mereka: 
“sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan begini dan 
begitu kepadaku”. Mereka pun pergi dan menangkap seorang laki-
laki yang diduga memperkosa di wanita tadi, lalu mereka pun 
membawa laki-laki tersebut kepadanya (si wanita). Wanita itu 
berkata: “benar, dialah orangnya”. Mereka pun membawa laki-
laki itu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau agar laki-laki itu 
dirajam, maka berdirilah seorang laki-laki yang sebenarnya 
memperkosa si wanita. Ia berkata: Wahai Rasulullah, akulah 
orangnya (yang memperkosa wanita itu)”. Beliau berkata kepada 
si wanita: “pergilah, Allah telah mengampunimu (karena salah 
tuduh)”. Dan beliau berkata kepada laki-laki pertama yang 
dituduh tadi dengan perkataan yang baik. Lalu beliau kepada laki-
laki yang memperkosa: “Rajamlah ia”. Beliau kemudian 
bersabda: “Sungguh ia telah bertaubat dengan satu taubat yang 
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seandainya penduduk Madinah bertaubat dengannya, niscaya akan 
diterima (oleh Allah). H.R Imam Tirmidzi.
16
 
Berdasarkan hadis di atas, pelaku dikenai hukuman rajam 
sebagaimana hukuman dalam jari>mah zina> (ghair muhshan), sedangkan 
perempuan korban perkosaan tidak dikenai hukuman karena terbukti 
bahwa ia dipaksa dan tidak menginginkannya dengan bukti suaranya yaitu 
berteriak-teriak. Dalam hukum pidana Islam (fiqh jina>yah), terdapat 
larangan melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan (zina) yaitu 
dalam Q.S Al-Isra‟ ayat 32: 
ََلاَوََْاُوبَرْق َتَََنِّزلاََُوَّنِإَََناَكًََةَشِحاَفَءاَسَوًََلَيِبَسَ-ََ:ءآرسلاا(٢٣) - 
Artinya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina>; (zina>) itu sungguh suatu 
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
17
 
 
Demikian peringatan mengenai perzinahan, tidak disebutkan di atas 
jangan berzina, melainkan jangan mendekati zina sehingga untuk 
mendekati saja pun sudah dilarangan. Orang yang berzina terbagi menjadi 
dua yaitu, zina muhshan (sudah menikah) dan zina ghair muhshan (belum 
menikah). Allah berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 2: 
َُةَِيناَّزلاََِناَّزلاَوَاوُدِلْجاَفَََّلُكٍََدِحاَوَاَمُه ْ ن ِّمَََةَئِمٍََةَدْلَجَََلاَوَمُكْذُخْأَتَاَمِِبٌََِةَْفَأرََِفََِنيِدََِوَّللاَنِإََْمُتنُكَ
ََنوُنِمْؤ ُتََِوَّللِابََِمْو َيْلاَوََِرِخْلْاََْدَهْشَيْلَوَاَمُه َباَذَعٌََةَِفئَاطَََن ِّمَََيِنِمْؤُمْلاَ–:َروّنلا(٣) - 
 
Artinya: 
                                                             
       
16
 Imam Turmudzi, Jami‟ Turmudzi, (Riyadh-Arab Saudi: Dar Al-Salam, 1999), no. 1451, 
dikutip oleh Nairazi, “Prospek Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 tentang Uqubat Ta‟zir Jarimah 
Pemerkosaan”,   Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, (Langsa) Vol. II 
Nomor 1, 2017, hlm. 27-28. 
       
17
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 285 
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Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing 
dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
18
 
 
Hukuman bagi pezina yang belum menikah (ghair muhshan) 
didasarkan pada ayat di atas yaitu didera seratus kali. Mustofa Hasan 
dalam bukunya mengatakan, Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin 
Khalid, ia berkata “aku mendengar Rasulullah SAW. memerintahkan agar 
menjatuhkan hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, 
bagi orang yang berzina dan belum pernah menikah. Pengasingan 
dilakukan hingga mencapai jarak kebolehan mengqashar shalat atau lebih, 
berdasarkan kemaslahatan yang dipandang perlu oleh seorang hakim yang 
adil. Tidak diperbolehkan kurang dari jarak tersbut, karena tidak dapat 
dikategorikan safar dan tidak memenuhi tujuan pengasingan, yaitu 
memberi pelajaran dan menjauhkannya dari keluarga dan negerinya.
19
 
Sedangkan hukuman bagi pezina yang sudah menikah (muhshan) 
adalah dikenai sanksi rajam. Rajam secara bahasa adalah melempari batu, 
dan secara istilah adalah melempari pezina muhshan sampai menemui 
ajalnya.
20
 Sanksi hukuman rajam tidak secara eksplisit disebutkan dalam 
Al-Qur‟an, namun eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan 
Nabi, selain itu juga di akui oleh ijma‟ sahabat dan tabi‟in. sangat banyak 
riwayat shahih dan mutawatir bahwa Nabi pernah melaksanakan hukuman 
                                                             
       
18
 Ibid., hlm. 350. 
       
19
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 257. 
       
20
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: TERAS, hlm. 136-137. 
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rajam atas sebagian sahabat, seperti Ma‟iz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. 
Salah satu hadis yang menyebutkan mengenai eksistensi hukuman rajam 
diantaranya disampaikan secara tegas oleh Umar bin Al-Khaththab sebagai 
berikut: 
َْيَلَعَُللهاََّلَصَِللهاَِلْوُسَرَ َِبَْنِمَىَلَعٌَسِلاَجََوُىَوَباَّطْلْاَِنْبَُرَمُعََلاَقَُلْوُق َيَساَّبَعَِنْبَِللهاَُدْبَعََمَّلَسَوَِو
َُللهاََّلَصَاًد َّمَُمََُثَع َبَْدَقََللهاَ َّنِإََِوْيَلَعََِلزُْنأَاَّمَِِناَكَفََباَتِكْلاَِوْيَلَعََلَز َْنأَوَ ِّقَْلِابََمَّلَسَوَِوْيَلَعآَِمْجَّرلاََُةي
ََشْخَأَفَُهَدْع َبَاَنَْجَُرَوََمَّلَسَوَِوْيَلَعَُللهاََّلَصَِللهاَِلْوُسَرََمَجَر َفَاَىانْلَقَعَوَاَىاَن ْ يَعَوَوَاَىَاْنَأر َقََلَاطَْنِإَىَِساَّنلِاب
َ َّنِإَوَُللهاََاَلََز َْنأَةَضِْيرَفَِكْر َِتبَاوُلْضَي َفَِللهاَِباَتَِك ِفََمْجَّرلاََدََنََاَمٌَلِئاَقََلْوُق َيَْنَأٌَناَمَزَِباَتَِك ِفََمْجَّرلا
َُةَن ِّ ي َبْلاَِتَماَقَاَذِإَِءاَسِّنلاَوَِلاَجِّرلاََنِمََنَصْحَأَاَذِإََنِزَْنِمَىَلَعَّقَحَِللهاَ.ُفاَر َتْع ِْلااَِوَأَُلَْبْلاََناََك ْوَأ  
 
Artinya: 
Abdullah bin Abbas berkata bahwa Umar bin Al-Khaththab duduk 
di mimbar Rasulullah SAW. seraya berpidato, “sesungguhnya 
Allah mengutus Muhammad membawa kebenaran dan Allah 
menurunkan Al-Qur‟an kepadanya. Di antara ayat yang 
diturunkan itu ada ayat rajam. Kami membacanya, 
mempelajarinya, dan memahaminya. Selanjutnya, Rasulullah 
melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakan 
hukuman rajam setelah zaman beliau berlalu. Kata Umar, aku 
takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang yang 
berkata: „kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah.‟ Oleh 
sebab itu, mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah, 
padahal sesungguhnya hukuman rajam itu adalah benar di dalam 
Kitabullah yang diberlakukan kepada orang yang berzina apabila 
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ia telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan 
serta apabila telah kuat bukti, terjadi kehamilan, atau atas dasar 
pengakuan”. (HR. Muslim)21 
b. jari>mah h}ira>bah 
Namun tindak pidana pemerkosaan pada masa sekarang tidak hanya 
sebatas perbuatan memaksa untuk berhubungan seksual saja, penulis sering 
menemukan berita mengenai pemerkosaan yang mana korbannya di siksa, 
dianiaya bahkan dibunuh oleh pelaku kejahatan pemerkosaan. Hal ini menjadikan 
tindak pidana pemerkosaan selalu identik dengan pemaksaan yang disertai dengan 
cara kekerasan atau ancaman kekerasan baik menggunakan senjata tajam, alat 
pukul dan lain sebagainya, dalam hal ini unsur pemaksaan dengan cara kekerasan 
atau ancaman kekerasan dengan senjata tidak terdapat dalam unsur jari>mah zina>. 
Dalam fiqh jina>yah (hukum pidana Islam), mengutamakan adanya 
kemaslahatan namun juga harus tekstualis yaitu dalam penjatuhan pemidanaan 
kepada seseorang harus mempunyai sumber hukum yang kuat. Adapun jika 
terpaksa tidak ada nash yang mengatur  mengenai tindak pidana dan ketentuan 
sanksinya, maka dapat dilakukan alternatif penggalian hukum (istinbāt al-ḥukum) 
seperti ijma’, ijtihād maupun metode seperti qiya>s. qiya>s berasal dari kata qasa, 
yaqisu, qaisan, yang artinya mengukur dan ukuran. qiya>s diartikan pula dengan 
at-taqdir wa al-taswiyah, artinya menduga dan mempersamakan. Arti lain qiya>s 
yaitu:
22
 
                                                             
       
21
 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim, terj. Abu Firly Bassam 
Taqiy, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 473-374. 
       
22
 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi 
dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 143-144. 
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مْكُحْاَِةَّلِعَِفَِِصْوُصْنَمِْللَِتْوُكْسَمْلاَُةَواَسُمَُساَيِقَْلا 
qiya>s adalah membandingkan yang didiamkan (tidak ada ketentuan-
ketentuan hukumnya) pada yang diterangkan (sudah ada ketentuan 
hukumnya) pada illāt hukum. 
 
Dari definisi di atas, dapat dikemukakan secara tegas bahwa yang 
dimaksud dengan qiya>s adalah menetapkan hukum perbuatan yang belum ada 
ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Sehingga 
dalam pendekatan analogi atau qiya>s harus terdapat persamaan illa>t hukum mulai 
dari pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa dan sifat-sifat hukum yang 
dikategorikan serupa. Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa rukum qiya>s terdiri 
dari: al-as}l (pokok/dasar), al-far’u (cabang), dan hukum as}l. 
Dalam penalaran selanjutnya, maka pendefinisian tindak pidana 
pemerkosaan dalam fiqh jina>yah dapat dimungkinkan apabila unsur dan kriteria 
pemerkosaan diketahui terlebih dahulu. Sebagaimana definisi dari tindak pidana 
pemerkosaan yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan serta 
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga penulis menemukan 
adanya kesamaan illa>t atau unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dengan 
jari>mah h}ira>bah yang mana definisi dari h}ira>bah itu sendiri yaitu sekelompok 
manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, 
kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka Bumi.
23
  
1. al-as}l (pokok/dasar) 
                                                             
       
23
 Munajat Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 
hlm.153. 
 
87 
 
jari>mah h}ira>bah secara terminologi adalah pembegalan (qat}’u at}-
T}ariq) atau pencurian besar. Dinamakan pencurian besar karena dalam 
pencurian biasa pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi sedang 
dalam h}ira>bah adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta dengan cara 
paksa dan terang-terangan. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan 
ulama Syi‟ah Zaidiyah mendefinisikan h}ira>bah sebagai sebagai keluarnya 
seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan jika keluarnya 
menimbulkan ketakutan pengguna jalan, mengambil harta atau membunuh 
seseorang. Sebagian ulama mendefinisikan h}ira>bah sebagai upaya 
menakut-nakuti orang dijalan untuk mengambil hartanya.  
Sebagian ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 
mengganggu perempuan secara terang-terangan merupakan jari>mah 
h}ira>bah barangsiapa yang menipu anak di bawah umur atau orang dewasa 
dengan dua cara tersebut lalu membunuh korban dengan tujuan 
mengambil hartanya, ia dianggap sebagai muharib tanpa melihat apakah 
pelaku mengambil harta yang dibawa korban atau tidak jadi mengambil 
harta yang hendak diambil. Imam Malik menamakan pembunuhan ini 
sebagai pembunuhan dengan tipu daya dan menggolongkannya sebagai 
salah satu jenis h}ira>bah.24 
Seseorang dikatakan sebagai muh}a>rib (perampok/pengganggu 
keamanan) apabila ia berada dalam kondisi sebagai berikut:
25
 
                                                             
       
24
 Abdul Qadir Al-Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj. Ali Yafie, dkk., (Jakarta: 
PT. Karisma Ilmu,2007), hlm. 200. 
       
25
 Ibid., hlm. 197. 
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a. Jika ia keluar untuk mengambi harta dengan cara kekerasan lalu 
menakut-nakuti orang yang berjalan, tetapi ia tidak mengambil 
harta dan membunuh orang. 
b. Jika ia keluar untuk mengambi harta dengan cara kekerasan lalu 
mengambil harta, tetapi tidak membunuh. 
c. Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu 
membunuh, tetapi tidak mengambil harta. 
d. Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu 
mengambil harta dan membunuh. 
h}ira>bah dapat dilakukan oleh sekelompok orang  atau perorangan 
yang mampu melakukannya. Imam Abu Hanifah dan Ahmad 
mensyaratkan pelaku h}ira>bah harus membawa senjata atau barang sejenis 
dengannya seperti tongkat, batu, balok kayu, dll. Imam Malik, asy-Syafi‟i, 
ulama Zahiriyah, dan ulama Syi‟ah Zaidiyah tidak mensyaratkan pelaku 
membawa senjata, menurut mereka, muh}a>rib cukup mengandalkan 
kekuatannya. Bahkan menurut Imam Malik, menganggap muh}a>rib cukup 
dengan melakukan tipu daya tanpa menggunakan kekuatan dan dalam 
keadaan tertentu menggunakan anggota tubuh, seperti meninju dan 
memukul dengan kepalan tangan. 
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Dalam jari>mah h}ira>bah, harus mempunyai beberapa sifat-sifat 
yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai 
jari>mah h}ira>bah, yaitu:26 
a. Terdapat unsur kekerasan yang dilakukan pelaku atau muh}a>rib 
terhadap korban; 
b. Berniat mengambil harta; 
c. Dilakukan secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi; 
d. Terjadi di tempat yang jauh dari keramaian atau tempat sepi, apabila 
terjadi di kota atau perkampungan yang ramai harus terjadi pada 
malam hari baik bersenjata atau tidak atau hanya dengan tongkat kecil; 
2. Al-far’u (cabang) 
Tindak pidana pemerkosaan yaitu perbuatan persetubuhan yang 
dilakukan dengan paksaan serta menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan. Kata paksaan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-
ikrah yang berarti membenci sesuatu. Secara terminologi al-ikrah adalah 
memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak 
disenanginya, sehingga orang tersebut melakukannya dengan 
ketidakrelaan atau terpaksa untuk menghindari suatu hal yang akibatnya 
lebih berbahaya. 
3. Hukum as}l 
                                                             
       
26
 Ahmad Hanany Naseh, “Sanksi dalam Jarimah Hirabah”, Jurnal Ulumuddin, Vol. 6 Nomor 
1, 2016, hlm. 62. 
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h}ira>bah merupakan dosa besar, karena Al-Qur‟an memutlakan 
orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang memerangii Allah dan 
Rasul-Nya sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Ma‟idah ayat 33: 
َا َّنَِّإَءاَزَجَََنيِذَّلاَََنُوِبراَُيََََوّللاََُوَلوُسَرَوَََنْوَعْسَيَوََِفََِضْرَلأاًََاداَسَفَنَأََْاوُلَّ تَق ُيََْوَأََْاوُبَّلَصُيََْوَأَ
ََعَّطَق ُتََْمِهيِدَْيأَمُهُلُجْرَأَوََْن ِّمٍََفلَِخََْوَأََْاْوَفُنيَََنِمََِضْرَلأاَََكِلَذََُْمَلٌَََيْزِخََِفَاَي ْن ُّدلاََُْمَلََوََِفَ
َِةَرِخلْاٌََباَذَعٌََميِظَعَ–َ:َةدئآلما(٢٢) - 
Artinya:  
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
27
 
 
Maksud ayat di atas, yang diperangi bukan Allah dan Rasul-Nya 
secara langsung karena Allah tidak bisa diperangi. Dalam hal ini yang 
dimaksud dengan memerangi Allah dan Rasul-Nya yaitu memerangi 
orang-orang yang menjadi kekasih Allah yakni orang yang tidak berdosa 
menjadi korban akibat perbuatan-perbuatan seseorang yang membuat 
kekacauan di muka bumi. Hukuman hirabah yang ditentukan oleh ayat 
diatas adalah dibunuh; disalib; dipotong tangan dan kakinya secara 
bersilang; dibuang/diasingkan dari negeri tempat kediamannya. 
Ibnu Abbas, Abu Hanifah Asy-Syafi‟i, Ahmad bin Hanbal dan 
lain sebagainya berpendapat bahwa hukuman diberikan harus sesuai 
dengan kadar atau ukuran dari tindak pidana yang dilakukan apabila 
pelaku hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta atau membunuh 
                                                             
       
27
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyeleggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 113. 
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maka dikenai jari>mah ta’zi>r seperti diasingkan dari tempat kediamannya 
(penjara), selanjutnya apabila pelaku hanya mengambil harta tanpa 
membunuh maka dipotong tangan dan kaki secara bersilang, namun 
apabila ia membunuh dan tidak jadi mengambil harta maka di hukum mati, 
sedangkan apabila pelaku mengambil harta dan juga membunuh menurut 
Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyyah sanksinya adalah 
dihukum mati lalu disalib. Menurut Imam Abu Hanifah dapat diserahkan 
kepada Ulil Amri untuk memilih apakah dipotong tangan dan kakinya 
terlebih dahulu baru dihukum mati dan disalib atau hanya disalib saja. 
Menurut Imam Malik yang berpendapat pada kata aw pada ayat di atas 
berfungsi sebagai takhyir (pilihan) sehingga imam dapat memilih alternatif 
diantara empat hukuman yang ditentukan, namun tidak boleh 
menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas.
28
 
4. illa>t 
Secara terperinci kesamaan unsur-unsur dari kedua tindak pidana 
tersebut, menjadi empat yaitu 1. Dari sifat tindakannya; 2. Akibat 
tindakannya; 3.  Motif tindakannya; 4. Cara atau taktik tindakannya. 
Berdasarkan sifat tindakannya, tindak pidana pemerkosaan dan 
jari>mah h}ira>bah sama-sama memiliki sifat mengancaman, mengintimidasi 
dan menakut-nakuti. Dalam tindak pidana pemerkosaan juga sarat disertai 
dengan unsur kekerasan seperti menganiaya hingga membunuh 
sebagaimana yang terdapat dalam jari>mah h}ira>bah. 
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 Munajat Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 
154. 
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Sedangkan mengenai akibat tindakannya, terkait dalam unsur 
pertama seperti di atas akibatnya yaitu menimbulkan rasa takut, perasaan 
terancam secara psikis maupun secara mental yang dialami oleh individu 
yang menjadi sasaran tindak pidana pemerkosaan. hal ini sejalan dengan 
salah satu unsur jari>mah h}ira>bah yaitu seseorang keluar untuk mengambil 
harta dengan cara kekerasan lalu menakut-nakuti orang yang berjalan, 
tetapi ia tidak mengambil harta dan membunuh orang. 
Selanjutnya berdasarkan motif tindakannya, dalam tindak pidana 
pemerkosaan motif dan tujuan adalah untuk mendapat kepuasan seksual 
dengan cara merampas kehormatan seorang perempuan yang mana 
kehormatan tersebut merupakan harta yang berharga bagi seorang 
perempuan yang harus dijaganya. Sama halnya dengan perampokan 
(h}ira>bah) yang merampas harta seseorang namun secara materiil untuk 
mendapat kepuasan materinya.  
Dalam hal ini, penulis juga mengqiyaskan atau menganalogikan 
harta yang dirampas dalam jari>mah h}ira>bah merupakan harta yang dimiliki 
oleh seorang perempuan, kesucian dan kehormatan merupakan harta yang 
sangat berharga dan dijaga oleh perempuan sehingga dalam tindak pidana 
pemerkosaan sama halnya dengan merampas harta perempuan yaitu 
kesucian dan kehormatannya. 
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BAB IV 
ANALISIS KOMPARATIF HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA 
PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINA>YAH 
 
A. Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Hukum 
Positif dan fiqh jina>yah 
Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang 
dapat merusak moralitas, kehormatan serta harkat dan martabat manusia. 
kejahatan pemerkosaan sudah terjadi dari sejak masa rasulullah SAW. hingga 
pada masa sekarang yang tak kunjung surut dan terus berkembang yang mana 
kejahatan pemerkosaan selalu disertai dengan tindak kekerasan bahkan hingga 
pembunuhan. Berdasarkan data CATAHU yang semakin banyak tindak pidana 
pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, harus ada penanganan serius dari pihak 
pemerintah maupun pengawasan dari semua masyarakat. 
Sebagaimana dalam hukum positif Indonesia yang telah mengatur 
mengenai tindak pidana pemerkosaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat rumusan mengenai 
ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pemerkosaan, 
namun hal ini tidak membuat jera dan semakin banyak. Sedangkan dalam fiqh 
jina>yah juga terdapat larangan mengenai tindak pemerkosaan yang ancaman 
hukumannya dapat membuat jera. Dalam hal ini, akan diuraikan secara analitis 
komparatif mengenai hukuman tindak pidana pemerkosaan secara terperinci. 
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1. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif 
Hukum Positif  
Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia 
terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu 
dalam pasal 285, pasal 286, pasal 287, dan pasal 291 KUHP; pasal 76 D 
jo. pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta 
pasal 8 jo. pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Untuk lebih memudahkan dalam memahami beberapa ketentuan 
perundang-undang mengenai tindak pidana pemerkosaan di atas, penulis 
membuat rinciannya sebagai berikut: 
 
Pasal 
 
 
 
Jenis Tindak Pidana 
Pemerkosaan 
 
Hukuman 
Pasal 285 
KUHP 
Tindak pidana pemerkosaan 
terhadap perempuan dengan 
kekerasan atau ancaman 
kekerasan. 
Dipidana penjara 
selama-lamanya 12 
(dua belas) tahun. 
Pasal 286 
KUHP 
Tindak pidana pemerkosaan 
terhadap perempuan dalam 
keadaan pingsan atau tidak 
berdaya. 
 
Dipidana penjara 
selama-lamanya 9 
(sembilan) tahun. 
Pasal 287 
KUHP 
Tindak pidana pemerkosaan 
terhadap perempuan yang 
masih dibawah 15 tahun. 
Dipidana penjara 
selama-lamanya 9 
(sembilan) tahun. 
 
 
Pasal 291 
ayat (1) 
KUHP 
 
Tindak pidana pemerkosaan 
tersebut di atas 
menyebabkan luka berat 
 
Dipenjara selama-
lamanya 12 (dua 
belas) tahun. 
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pada tubuh 
 
Pasal 291 
ayat (2) 
KUHP 
 
Tindak pidana pemerkosaan 
tersebut di atas 
menyebabkan orang mati. 
 
 
Dipenjara selama-
lamanya 15 (lima 
belas) tahun. 
 
Pasal 81 ayat 
(1) 
 UU No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
Atas Undang-
Undang No. 
23 Tahun 
2002 tentang 
Perlindungan 
Anak 
 
Tindak pidana pemerkosaan 
terhadap seorang anak  
(yang belum berusia 18 
tahun)  dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan. 
 
Dipidana penjara 
paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun 
dan denda paling 
banyak 
Rp5,000.000.000 
(lima miliar rupiah). 
 
 
Pasal 81 ayat 
(2) 
 UU No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
Atas Undang-
Undang No. 
23 Tahun 
2002 tentang 
Perlindungan 
Anak 
 
Apabila Tindak pidana 
pemerkosaan tersebut 
dilakukan oleh Orang Tua, 
Wali, pengasuh Anak, 
pendidik atau tenaga 
kependidikan 
 
 
Ancaman hukuman 
yang terdapat dalam 
pasal 81 ayat (1), 
ditambah 1/3 
(sepertiga) dari 
ancaman pidana 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1). 
 
 
pasal 46 
Undang-
Undang No. 
23 Tahun 
2004 tentang 
Penghapusan 
Kekerasan 
dalam Rumah 
Tangga 
 
Tindak pidana pemerkosaan 
terhadap orang yang ada 
dalam lingkup rumah tangga 
 
Dipidana penjara 
paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp. 36, 000.000 (tiga 
puluh enam juta 
rupiah). 
 
 
Pasal 47 
Undang-
Undang No. 
 
Pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah 
seorang dalam lingkup 
 
Dipidana penjara 
paling singkat 4 
(empat) tahun dan 
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23 Tahun 
2004 tentang 
Penghapusan 
Kekerasan 
dalam Rumah 
Tangga 
rumah tangganya dengan 
orang lain untuk tujuan 
komersial atau tujuan 
tertentu 
pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) 
tahun atau denda 
paling sedikit Rp 
12,000.000. (dua belas 
juta rupiah) atau 
denda paling banyak 
Rp300,000.000 (tiga 
ratus juta rupiah). 
 
2. Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif 
fiqh jina>yah 
Dalam fiqh jina>yah tidak terdapat ketentuan mengenai tindak 
pidana pemerkosaan karena tidak termasuk dalam jari>mah h}udu>d, 
sehingga tindak pidana pemerkosaan tergolong kedalam jarimah Ta’zir 
karena tidak memenuhi unsur dalam jari>mah zina>, namun jari>mah zina> 
dapat dijadikan sebagai awal rumusan mengenai tindak pidana 
pemerkosaan. Dalam hal ini penulis membagi mengenai ketentuan 
hukuman tindak pidana pemerkosaan menjadi dua yaitu: 
a. Tindak pidana pemerkosaan tanpa menggunakan senjata 
Tindak pidana pemerkosaan yang tanpa disertai dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan menggunakan senjata dapat dikenai h}ad al-
zina> sebagaimana kesepakatan para ulama, dalam tindak pidana 
pemerkosaan terdapat adanya kesamaan dari perbuatan yaitu 
persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang 
wanita diluar perkawinan. Maka ancaman hukuman yaitu bagi pezina 
berdasarkan pada Q.S An-Nur ayat 2: 
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 ُةَِيناَّزلاُُِناَّزلاَوُاو دِلْجاَفَُُّل كُ ُدِحاَوُاَم هْ نِّمَُُةَئِمُ ُةَدْلَجَُُلَوُم كْذ خْأَتُاَمِِبُِ ُةَْفَأرُُِفُُِنيِدُُِهَّللاُنِإُ
ُْم تن كَُُنو نِمْؤ  تُُِهَّللِابُُِمْو َيْلاَوُُِرِخْلْاُُْدَهْشَيْلَوُاَم ه َباَذَعُ ُةَِفئَاطَُُنِّمَُُيِنِمْؤ مْلاُ–:ُروّنلا(٢) - 
 
Artinya: 
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, 
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang 
yang beriman.
1
 
 
Sehingga pezina yang belum menikah (ghair muhshan) 
didasarkan pada ayat di atas yaitu didera seratus kali dan diasingkan 
selama satu tahun, sedangkan hukuman bagi pezina yang sudah 
menikah (muhshan) adalah dikenai sanksi rajam yaitu melempari 
pezina muhshan sampai menemui ajalnya. 
Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hambali, berpendapat 
bahwa baik perempuan yang diperkosa masih perawan atau tidak 
perawan, maka pemerkosa harus membayar mas kawin. Sedangkan, 
Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa harus 
dikenai hukuman had namun tidak diwajibkan membayar mahar.
2
 
b. Tindak pidana pemerkosaan dengan menggunakan senjata 
Tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan 
menggunakan senjata, diqiya>skan sebagai jari>mah h}ira>bah (perampokan) 
karena mempunyai kesamaan illa>t atau unsur-unsur yaitu merampas harta 
dengan kekerasan dalam hal ini adalah kehormatan wanita, dengan 
                                                             
       
1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 350. 
       
2
 Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak menurut Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam”, Jurnal Media Hukum, (Riau) Vol. 23 Nomor 1, 2016. Hlm. 102. 
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menggunakan senjata. Berdasarkan dalam firman Allah Q.S Al-Ma’idah 
ayat 33: 
َا َّنَِّإُءاَزَجَُُنيِذَّلاَُُنو ِبراَ يَُُُهّللاُ ُهَلو سَرَوَُُنْوَعْسَيَوُُِفُُِضْرَلأاُ ُاداَسَفُنَأُُْاو لَّ تَق  يُُْوَأُُْاو بَّلَص يُُْوَأُ
َُعَّطَق  تُُْمِهيِدَْيأُم ه ل جْرَأَوُُْنِّمُ ُفلاِخُُْوَأُُْاْوَفن يَُُنِمُُِضْرَلأاَُُكِلَذُُْم َلَُ ُيْزِخُُِفُاَي ْن ُّدلاُُْم َلََوُُِفُ
ُِةَرِخلْاُ ُباَذَعُ ُميِظَعُ–ُ:ُةدئآلما(٣٣) - 
Artinya:  
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”3 
 
Berdasarkan ketentuan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana, hukuman harus sesuai dengan ukuran perbuatannya 
sehingga apabila pelaku berniat untuk memperkosa seorang wanita dengan 
menakut-nakuti atau mengintimidasi namun tidak jadi memperkosa dan 
juga tidak membunuh maka dikenai sanksi ta’zi>r seperti diasingkan dari 
tempat kediamannya; Apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan 
kekerasan menggunakan senjata namun tidak membunuh, maka dapat 
diancam dengan hukuman dipotong tangan dan kaki secara bersilang; 
apabila pelaku berniat melakukan tindak pidana pemerkosaan, namun ia 
membunuh dan tidak jadi memperkosa maka dapat diancam dengan 
hukuman mati; dan yang terakhir apabila pelaku melakukan tindak pidana 
pemerkosaan serta membunuh korbannya, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, 
dan Imam Zaidiyyah sanksinya adalah dihukum mati lalu disalib. 
                                                             
       
3
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyeleggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 113. 
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B. Perbedaan Dan Persamaan Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan 
Perspektif Hukum Positif Dan fiqh jina>yah 
1. Persamaan 
a. Persamaan dari segi tindak pidana 
Berdasarkan dari pengertian pemerkosaan dalam pasal 285 
KUHP, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Sehingga 
pemerkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan, hal 
ini sama dengan arti kata pemerkosaan dalam bahasa Arab yaitu al-
wath’u bi al-ikra>h yang berarti hubungan seksual antara seorang laki-
laki dan perempuan dengan paksaan.  
Dalam menentukan suatu hukuman mengenai perbuatan yang 
merupakan tindak pidana, maka harus memahami terlebih dahulu 
mengenai unsur-unsur dari suatu perbuatan tersebut. Berdasarkan 
uraian pada bab II dan III, penulis dapat menyimpulkan adanya 
persamaan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan baik dalam hukum 
positif maupun dalam fiqh jina>yah (hukum pidana islam), diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1) Secara global tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori kejahatan. 
2) Dari unsur perbuatannya, berdasarkan dalam pasal 285 KUHP 
yaitu persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, dalam 
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hal ini persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan 
perempuan yang tidak terikat perkawinan. Dalam fiqh jina>yah, 
unsur perbuatan tersebut sama dengan pengertian dalam jari>mah 
zina> yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa 
adanya ikatan perkawinan yang sah. 
3) Dari caranya, yaitu berdasarkan pengertian mengenai perkosaan 
sendiri yaitu persetubuhan dengan memaksa atau dengan 
kekerasan. Dalam hukum positif sebagaimana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga juga merumuskan mengenai perbuatan yang dilakukan 
dengan paksaan menggunakan cara kekerasan atau ancaman 
kekerasan. Menurut  fiqh jina>yah, tindak pidana pemerkosaan 
diqiya>skan kedalam jari>mah h}ira>bah yang memiliki unsur-unsur 
sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, merusak 
akhlak dan kehormatan serta mengganggu keamanan. 
4) Dari motif perbuatannya, dalam pemerkosaan bertujuan untuk 
mendapatkan kepuasan seksual dengan merampas kehormatan 
seorang wanita dan dalam jari>mah h}ira>bah, perbuatan dilakukan 
bertujuan untuk merampas harta. Dalam hal ini kehormatan dan 
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martabat seorang wanita dapat diqiyaskan sebagai perampasan 
harta sebagaimana dalam jari>mah h}ira>bah. 
b. Persamaan dari segi ketentuan sanksi pidana 
Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah 
disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana yang paling lama, 
dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan 
dari ketentuan pasal tersebut atau mungkin dapat menjatuhkan 
hukuman yang paling lama berdasarkan pertimbangannya, serta dalam 
undang-undang perlindungan anak juga terdapat ketentuan hukuman 
yang paling singkat dan hukuman yang paling lama yaitu paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp.5,000.000.000 (lima miliar rupiah). 
Dalam fiqh jina>yah, hukuman diberikan harus sesuai dengan 
kadar atau ukuran dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 
Dalam hal ini, terdapat hukuman yang paling ringan yaitu hukuman 
ta’zi>r  diasingkan atau pada masa kini dipenjara serta hukuman yang 
paling berat yaitu hukuman mati/disalib. Persamaan yang diperoleh 
dari kedua sistem hukum tersebut yaitu mengenai ukuran sanksi yang 
dijatuhkan, ketentuan sanksi yang paling ringan dan yang paling berat 
walaupun penerapan dan bentuk sanksinya berbeda. Hukuman atau 
pemidanaan mempunyai tujuan, tujuan hukuman dari kedua sistem 
hukum tersebut mempunyai persamaan yaitu sebagai upaya 
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pencegahan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang 
dilarang. 
c. Persamaan dari segi pelaku tindak pidana 
Dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia dan sistem 
hukum pidana islam (fiqh jina>yah) mempunyai persamaan dalam 
memberikan syarat mengenai pelaku yang melakukan tindak pidana 
atau pengecualian terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 44 yang 
merumuskan “barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak 
dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya 
atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” Kurang 
sempurna akalnya adalah orang yang sebenarnya tidak sakit aan tetapi 
karena cacat mentalnya mulai lahir sehingga pikiranya tetap sebagai 
kanak-kanak misalnya idiot. Kemudian orang yang sakit berubah 
akalnya yaitu orag gila, hysterie, epilepsie, melancholie dan 
bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. Dalam hal ini hakim boleh 
memerintahkan untuk menempatkan dirumah sakit jiwa selama-
lamanya satu tahun untuk diperiksa.
4
 
Seperti halnya dengan pasal diatas, dalam hukum pidana islam 
(fiqh jina>yah) juga memberikan pengecualian pertanggungjawaban 
pidana yaitu orang gila sampai ia sembuh dari sakit jiwanya maka 
dihapuskan ketentuan-ketentuan sebagaimana ketentuan yang 
                                                             
       
4
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 60. 
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dibebankan pada orang yang berakal dan mukallaf,  sebagaimana 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dauh yaitu: 
ُِف رَُلاَقَُمَّلَسَوُِهْيَلَع  ُللهاُىَّلَصُِللهاَُلْو سَرَُّنَأُاَهْ نَع  ُللهاَُيِضَرُةَشِئاَعُْنَعَُلَقْلاَُعُْنَعُ م
َّنلاُْنَعُ َةثَلاَثُ َّتََّحَُّبَِّصلاُْنَعَُوََُأرْ ب َيُ َّتََّحُىَل َتْن مْلاُْنَعَُوَُظِقْي َتْسَيُ َّتََّحُِمِئا.َر  بْكَي  
Artinya: 
Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: 
dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai 
ia terbangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak 
kecil sampai ia dewasa. 
 
2. Perbedaan 
a. Perbedaan dari segi tindak pidana 
Disamping terdapat persamaan, pasti terdapat perbedaan pula dari 
kedua sistem hukum dalam memandang tindak pidana pemerkosaan. 
Dalam perkembangannya, tindak pidana pemerkosaan pasti mengalami 
perubahan dan perkembangan dari  dari masa ke masa baik definisi, 
jenis-jenisnya maupun motif perbuatannya. Perbedaan mengenai 
tindak pidana pemerkosaan dari kedua sistem hukum tersebut dapat 
dilihat dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, 
dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua belas tahun. 
 
Berdasarkan pasal di atas, terdapat kata memperkosa untuk suatu 
perbuatan persetubuhan secara paksa diluar perkawinan. Sedangkan 
dalam fiqh jina>yah, tidak terdapat istilah pemerkosaan sehingga tidak 
ada ketentuan hukum yang pasti mengenai pemerkosaan karena tidak 
terdapat dalam jari>mah h}udu>d  walaupun terdapat nash yang melarang 
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perbuatan tersebut. Dalam fiqh jina>yah hanya terdapat ketentuan 
mengenai perzinahan, sedangkan zina adalah perbuatan persetubuhan 
yang dilakukan dengan sadar dan tanpa unsur syubhat sehingga tidak 
terdapat unsur mengenai pemaksaan bahkan dengan kekerasan. 
Sedangkan mengenai unsur kekerasan, intimidasi, pemaksaan terdapat 
dalam jari>mah h}ira>bah sebagai tindak pidana perampokan.  
Oleh karena itu, penulis mengqiya>skan tindak pidana 
pemerkosaan ke dalam jarimah zina sebagai perbuatan persetubuhan 
tanpa ikatan perkwinan apabila perbuatan tersebut tidak menggunakan 
kekerasan atau senjata. Apabila tindak pidana pemerkosaan dilakukan 
dengan kekerasan menggunakan senjata bahkan hingga menganiaya 
bahkan membunuh maka dapat diqiya>skan ke dalam jari>mah h}ira>bah 
sebagai perbuatan perampokan yaitu merampas kehormatan wanita 
dengan kekerasan.  
b. Perbedaan dari segi sanksi pidana 
Mengenai ketentuan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap 
pelaku tindak pidana pemerkosaan sangat berbeda dalam kedua sistem 
hukum tersebut. Dasar hukum dalam hukum positif adalah pasal 285, 
pasal 286, pasal 287, dan pasal 291 KUHP; pasal 76 D jo. pasal 81 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta pasal 8 
jo. pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam fiqh 
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jina>yah sumber hukumnya adalah Al-Qur’an dan Hadis. Dasar dan 
ketentuan sanksi tindak pidana pemerkosaan diqiya>skan ke dalam 
jari>mah zina> dan jari>mah h}ira>bah yang termuat dalam Q.S An-Nur 
ayat 2: 
 ُةَِيناَّزلاُُِناَّزلاَوُاو دِلْجاَفَُُّل كُ ُدِحاَوُاَم هْ نِّمَُُةَئِمُ ُةَدْلَجَُُلَوُم كْذ خْأَتُاَمِِبُِ ُةَْفَأرُُِفُُِنيِدُُِهَّللاُنِإُ
ُْم تن كَُُنو نِمْؤ  تُُِهَّللِابُُِمْو َيْلاَوُُِرِخْلْاُُْدَهْشَيْلَوُاَم ه َباَذَعُ ُةَِفئَاطَُُنِّمَُُيِنِمْؤ مْلاُ–:ُروّنلا(٢) - 
 
Artinya: 
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing 
dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
5
 
 
Serta dalam Q.S Al-Ma’idah ayat 33: 
َا َّنَِّإُءاَزَجَُُنيِذَّلاَُُنو ِبراَ يَُُُهّللاُ ُهَلو سَرَوَُُنْوَعْسَيَوُُِفُُِضْرَلأاُ ُاداَسَفُنَأُُْاو لَّ تَق  يُُْوَأُُْاو بَّلَص يُُْوَأُ
َُعَّطَق  تُُْمِهيِدَْيأُم ه ل جْرَأَوُُْنِّمُ ُفلاِخُُْوَأُُْاْوَفن يَُُنِمُُِضْرَلأاَُُكِلَذُُْم َلَُ ُيْزِخُُِفُاَي ْن ُّدلاُُْم َلََوُُِفُ
ُِةَرِخلْاُ ُباَذَعُ ُميِظَعُ–ُ:ُةدئآلما(٣٣) - 
Artinya:  
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau 
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, 
atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu 
kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat 
azab yang besar.
6
 
 
Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka sanksi yang dapat 
dijatuhkan kepada palaku pemerkosaan antara lain sebagai berikut: 
                                                             
       
5
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 350 
       
6
 Ibid.,hlm. 113. 
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1) Hukuman dera 100 kali bagi pezina yang belum menikah (ghair 
muhshan); 
2) Hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah (muhshan); 
3) Diasingkan dari tempat kediamannya (penjara) bagi pelaku yang 
hanya menakut-nakuti saja tanpa memperkosa atau membunuh; 
4) Dipotong tangan dan kaki secara bersilang bagi pelaku yang hanya 
memperkosa tanpa membunuh; 
5) Dihukum mati lalu disalib bagi pelaku yang memperkosa dan juga 
membunuh; 
6) Dihukum mati bagi pelaku yang tidak jadi memperkosa namun 
membunuh. 
Sedangkan menurut hukum positif dalam ketentuan undang-
undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku 
adalah hukuman penjara dan hukuman denda. Sedangkan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 285, 286 dan 287 terdapat 
hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan berdasarkan keputusan 
hakim yang mana hukuman tambahan tersebut ialah pencabutan hak-
hak tertentu berdasarkan dalam pasal 35 KUHP yaitu:
7
 
1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan; 
                                                             
       
7
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 55. 
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2) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara); 
3) Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan 
menurut undang-undang umum; 
4) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui 
syah oleh negara), dan menjadi wali, wali pengawas-awas, menjadi 
curator, atau menjadi curator pengawas-awas, atas orang lain dari 
pada anaknya sendiri; 
5) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri; 
6) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan. 
Selanjutnya pencabutan hak-hak dalam pasal 37 yaitu mencabut 
kuasa bapak dan kuasa wali, kuasa wali pengawas-awas, atau 
curator atau pengawas-awas, baik atas anak sendiri, maupun atas 
orang lain. 
c. Perbedaan dari segi pelaku tindak pidana 
perbedaan mengenai pelaku tindak pidana pemerkosaan yaitu 
dalam hukum pidana positif tidak terdapat ketentuan apakah pelaku 
telah menikah atau belum dalam penjatuhan pidananya, sedangkan 
dalam hukum pidana islam (fiqh jina>yah) tepatnya pada ketentuan 
jari>mah zina> dalam penjatuhan pidananya harus dilihat apakah pelaku 
sudah menikah atau belum. Apabila pelaku belum menikah maka 
dikenai hukuman cambuk namun apabila pelaku sudah menikah maka 
dikenai hukuman rajam. 
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Berdasarkan dari analisis mengenai perbedaan dan persamaan di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh jina>yah sangat 
memperhatikan dari segala aspek seperti penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku pezina yang belum menikah berbeda dengan hukuman terhadap 
pelaku yang telah menikah. fiqh jina>yah (hukum pidana Islam) belum 
berlaku secara menyeluruh di Indonesia dan masih parsial artinya 
melalui kebijakan otonomi daerah di Provinsi Nanggroe Aceh 
darussalam memberlakukan fiqh jina>yah dengan menetapkan delik 
dan pidana berupa penetapan pidana, khususnya pidana cambuk 
melalui beberapa Qonun. 
Menurut peneliti, fiqh jina>yah belum berperan terhadap hukum 
pidana di Indonesia sebagaimana yang diketahui bahwa hukum yang 
berlaku di Indonesia masih menganut hukum peninggalan Belanda 
yaitu KUHP. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan fiqh jina>yah 
dapat berperan atau memberikan sumbangsih terhadap Rancangan 
Undang-Undang dalam hukum pidana di Indonesia. Seperti halnya 
dalam Qonun Aceh yang telah menetapkan hukuman cambuk yang 
dirasa mengerikan namun dapat memberi efek jera terhadap pelaku dan 
dapat menakut-nakuti masyarakat sebagai pencegah terjadinya tindak 
pidana pemerkosaan yang semakin meningkat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari dari pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perspektif hukum 
pidana positif dan fiqh jina>yah 
Hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang paling ringan terdapat pada pasal 286 dan pasal 287 
KUHP dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, dan paling berat 
apabila mengakibatkan kematian korban maka dipidana dipenjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5,000.000.000 (lima miliar rupiah), apabila pemerkosaan tersebut 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga 
kependidikan hukuman ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 36, 000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).  
Sedangkan dalam fiqh jina>yah, pelaku tindak pidana pemerkosaan 
dikenai hukuman yang sama dengan jari>mah zina> dengan hukuman 
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Hukuman dera 100 kali bagi pezina yang belum menikah (ghair muhshan) 
dan Hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah (muhshan). Apabila 
kejahatan pemerkosaan tanpa menggunakan kekerasan dengan senjata, 
maka diqiya>skan dengan jari>mah h}ira>bah sanksi yang dapat dijatuhkan 
kepada palaku pemerkosaan antara lain sebagai berikut: 
a. Diasingkan dari tempat kediamannya (penjara) bagi pelaku yang hanya 
menakut-nakuti saja tanpa memperkosa atau membunuh; 
b. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang bagi pelaku yang hanya 
memperkosa tanpa membunuh; 
c. Dihukum mati lalu disalib bagi pelaku yang memperkosa dan juga 
membunuh; 
d. Dihukum mati bagi pelaku yang tidak jadi memperkosa namun 
membunuh. 
2. Perbedaan dan persamaan mengenai hukuman atau sanksi tindak pidana 
pemerkosaan  
a. segi tindak pidananya, persamaan dari definisi pemerkosaan yaitu 
sebagai perbuatan persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan yang 
sama dengan definisi jari>mah zina>, cara melakukan perbuatan tersebut 
yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan senjata 
yang sama dengan jari>mah h}ira>bah. perbedaan yaitu dalam fiqh 
jina>yah, kejahatan pemerkosaan tidak berdiri sendiri sehingga tidak 
memiliki ketentuan hukum yang pasti.  
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b. segi ketentuan sanksi yang dijatuhkan, persamaannya terdapat ukuran 
ketentuan sanksi yang paling ringan dan yang paling berat serta tujuan 
hukuman sebagai pencegahan seseorang untuk melakukan suatu 
perbuatan yang dilarang. Sedangkan perbedaan dalam penjatuhan 
sanksi yaitu dalam hukum positif sanksi pidana penjara dan pidana 
denda sedangkan dalam fiqh jina>yah sanksinya sama dengan sanksi 
dalam jari>mah zina> apabila tanpa menggunakan senjata atau jari>mah 
h}ira>bah apabila menggunakan kekerasan dengan senjata. 
c. segi pelaku pidana, persamaan dari kedua sistem hukum tersebut 
terdapat pada ketentuan bahwa pelaku yang dapat dikenai hukuman 
harus sehat akalnya dan mampu untuk mempertanggungajawabkan 
perbuatannya sedangkan perbedaannya dalam fiqh jina>yah terdapat 
perbedaan hukuman mengenai pelaku yang telah menikah atau belum 
menikah. 
B. SARAN 
Berdasarkan penelitian ini, setelah peneliti mencari data-data dan 
menganalisis data-data ada beberapa masukan dan saran yang penulis sampaikan: 
1. Kepada masyarakat diharapkan memberi pengetahuan atau pendidikan 
seksual kepada anak-anak secara perlahan dan mudah dipahami seperti 
halnya bagi-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain dan 
mengajarkan konsep perbedaan jenis kelamin. 
2. Kepada pemerintah, lembaga-lembaga nasional serta akademisi diharapkan 
dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemerkosaan 
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dan mengenalkan ketentuan hukum tindak pidana pemerkosaan kepada 
masyakarat. 
3. Kepada pemerintah mengenai ketentuan hukum tindak pidana pemerkosaan 
penulis merasa masih kurang membuat jera seseorang untuk melakukan 
kejahatan pemerkosaan. Dalam hal ini, penulis berpendapat apabila 
kejahatan pemerkosaan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan 
luka berat harus beri sanksi pidana penjara maksimal yaitu 20 tahun dan 
apabila pelaku memperkosa dan membunuh diberi sanksi pidana penjara 
seumur hidup agar benar-benar membuat jera pelaku. 
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UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  23  TAHUN  2004 
TENTANG 
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman 
dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan 
falsafah  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. bahwa segala  bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam 
rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 
diskriminasi yang harus dihapus; 
c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang 
kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat 
perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar 
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman 
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan 
derajat dan martabat kemanusiaan;  
d. bahwa  dalam   kenyataannya  kasus kekerasan dalam 
rumah tangga banyak terjadi,  sedangkan  sistem hukum di 
Indonesia  belum menjamin perlindungan terhadap korban 
kekerasan dalam rumah tangga; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
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dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk 
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga; 
 
Mengingat   : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, 
Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29  Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN 
DALAM RUMAH TANGGA. 
   
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga. 
3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang 
diberikan oleh negara  untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi 
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korban kekerasan dalam rumah tangga. 
4. Korban adalah orang  yang mengalami kekerasan  dan/atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa 
aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, 
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik 
sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 
5.  Perlindungan Sementara  adalah  perlindungan  yang langsung diberikan  
oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum 
dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
6.  Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
untuk  memberikan  perlindungan kepada korban. 
7.  Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang pemberdayaan perempuan. 
 
Pasal 2 
(1)   Lingkup  rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: 
b. suami, isteri, dan anak; 
c.  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap 
dalam rumah tangga; dan/atau 
d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap  dalam 
rumah tangga tersebut. 
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c  dipandang sebagai 
anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah 
tangga yang bersangkutan. 
 
 
BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 
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Pasal 3 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: 
b. penghormatan hak asasi manusia; 
c. keadilan dan kesetaraan gender; 
d. nondiskriminasi; dan 
e. perlindungan korban. 
 
Pasal 4 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: 
b. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 
c. melindungi  korban kekerasan dalam rumah tangga; 
d. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 
e. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.  
 
BAB III 
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
 
Pasal 5 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:  
b. kekerasan fisik; 
c. kekerasan psikis;  
d. kekerasan seksual; atau 
e. penelantaran rumah tangga. 
 
 
Pasal 6 
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.   
 
Pasal 7 
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah  
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
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hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat  pada seseorang. 
 
Pasal 8 
Kekerasan seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;  
b.   pemaksaan hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial  dan/atau 
tujuan tertentu. 
 
Pasal 9 
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian  ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali  orang tersebut. 
 
BAB IV 
HAK-HAK KORBAN 
 
Pasal 10 
Korban berhak  mendapatkan: 
a. perlindungan dari pihak keluarga,  kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau  pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;  
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan  hukum pada setiap 
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tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan  peraturan perun-
dang-undangan; dan 
e.    pelayanan bimbingan rohani. 
 
BAB V 
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 
 
Pasal 11 
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam 
rumah tangga. 
 
Pasal 12 
(1) Untuk melaksanakan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
pemerintah: 
a. merumuskan kebijakan tentang  penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga; 
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang 
kekerasan dalam rumah tangga; 
c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam 
rumah tangga; 
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu 
kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan 
akreditasi pelayanan yang sensitif gender. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan 
oleh menteri. 
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 
Pasal 13 
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat 
melakukan upaya: 
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b. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; 
c. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing 
rohani; 
d. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama  
program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh 
korban; dan 
e. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman 
korban. 
 
 
Pasal 14 
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan  tugas masing-
masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga 
sosial lainnya. 
 
 
Pasal 15 
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas 
kemampuannya untuk: 
b. mencegah berlangsungnya tindak pidana; 
c. memberikan perlindungan kepada korban; 
d. memberikan pertolongan darurat; dan 
e. membantu  proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 
 
BAB VI 
PERLINDUNGAN 
 
Pasal 16 
(2) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada 
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korban. 
(3) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 
(4) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung  sejak 
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian 
wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
 
Pasal 17 
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama 
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial,  relawan pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani untuk mendampingi korban. 
 
Pasal 18 
Kepolisian  wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban 
untuk  mendapat pelayanan dan pendampingan. 
 
Pasal 19 
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan  setelah mengetahui  atau 
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan  dalam rumah tangga. 
 
Pasal 20 
Kepolisian  segera menyampaikan kepada korban tentang: 
b. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; 
c. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan; dan 
d. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. 
 
Pasal 21 
(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga  
kesehatan harus: 
a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; 
b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan   
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visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat 
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai 
alat bukti. 
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. 
 
Pasal 22 
(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: 
a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman 
bagi korban; 
b. memberikan informasi  mengenai hak-hak korban untuk 
mendapatkan perlindungan dari  kepolisian dan penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan;  
c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; 
dan 
d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan 
kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial 
yang dibutuhkan korban. 
(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  
di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. 
 
Pasal 23 
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: 
b. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan 
seorang atau beberapa orang pendamping; 
c. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat 
pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara 
objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialaminya; 
d. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban 
merasa aman didampingi oleh pendamping; dan 
e. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada 
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korban. 
 
Pasal 24 
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan 
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan 
taqwa kepada korban. 
 
Pasal 25 
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: 
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-
hak korban dan proses peradilan; 
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap 
memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau  
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan 
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan 
sebagaimana mestinya. 
 
Pasal 26 
(2) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tang-
ga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat 
kejadian perkara. 
(3) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk 
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik 
di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. 
 
Pasal 27 
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang 
tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 28 
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Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah 
perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali  ada alasan yang 
patut. 
 
Pasal 29 
Permohonan untuk memperoleh surat perintah  perlindungan dapat diajukan 
oleh: 
b. korban atau  keluarga korban; 
c. teman korban; 
d. kepolisian;  
e. relawan pendamping; atau 
f. pembimbing rohani. 
 
Pasal 30 
(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau 
tulisan. 
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri 
setempat wajib mencatat permohonan tersebut. 
(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan  diajukan oleh keluarga, 
teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani 
maka korban harus memberikan persetujuannya. 
(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan 
korban. 
 
Pasal 31 
 (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat 
mempertimbangkan untuk: 
a. menetapkan suatu kondisi khusus; 
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah 
perlindungan. 
(2)  Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 
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bersama-sama  dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam 
rumah tangga. 
 
Pasal 32 
(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) 
tahun. 
(2) Perintah perlindungan dapat  diperpanjang atas penetapan pengadilan. 
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari 
sebelum berakhir masa berlakunya. 
 
Pasal 33 
(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan  perintah 
perlindungan. 
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib 
mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan,  pekerja 
sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. 
 
Pasal 34 
(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan 
dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah 
perlindungan.  
(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, 
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga 
kesehatan,  pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing 
rohani. 
 
Pasal 35 
(2) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan 
tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar 
perintah perlindungan,  walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di 
tempat polisi itu bertugas. 
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(3) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam. 
(4) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2). 
 
Pasal 36 
(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat 
menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah 
melanggar perintah perlindungan. 
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan 
dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam  waktu   
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. 
 
Pasal 37 
(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping  dapat mengajukan laporan 
secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah 
perlindungan. 
(2) Dalam hal  pengadilan  mendapatkan laporan tertulis  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pelaku  diperintahkan menghadap dalam waktu 3 
x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. 
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan  oleh 
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu 
pelanggaran diduga terjadi. 
 
Pasal 38 
(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah  melanggar perintah 
perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka 
Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis 
yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. 
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(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis 
tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan 
pelaku  paling  lama 30 hari. 
(3) Penahanan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2)  disertai dengan surat 
perintah penahanan. 
 
BAB VII 
PEMULIHAN KORBAN 
Pasal 39 
Untuk kepentingan pemulihan,  korban dapat memperoleh pelayanan  dari: 
b. tenaga kesehatan; 
c. pekerja sosial; 
d. relawan pendamping; dan/atau 
e. pembimbing rohani. 
 
Pasal 40 
(2) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar 
profesinya. 
(3) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib 
memulihkan dan  merehabilitasi  kesehatan korban. 
 
Pasal 41 
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau  pembimbing rohani  wajib 
memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling 
untuk menguatkan dan/atau  memberikan rasa aman bagi korban. 
 
Pasal 42 
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, 
relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja 
sama. 
 
Pasal 43 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja 
sama diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal  44 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup  
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara  paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling 
banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban,   dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 
(empat puluh lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap  isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 
(lima juta rupiah). 
 
Pasal 45 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara  paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
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oleh  suami terhadap isteri atau sebaliknya  yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 
(tiga juta rupiah). 
 
Pasal 46 
Setiap orang yang melakukan  perbuatan kekerasan seksual  sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara  paling lama 
12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah). 
 
Pasal 47 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya 
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana 
penjara paling  lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak  
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
 
Pasal 48 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 
mengakibatkan korban  mendapat luka  yang tidak memberi harapan akan 
sembuh sama sekali, mengalami gangguan  daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama  4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak 
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah) dan denda paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 49 
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Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 
b. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
c. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2). 
 
Pasal  50 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan 
pidana tambahan berupa: 
b. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku 
dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak 
tertentu dari pelaku;  
c. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan 
lembaga tertentu. 
 
Pasal 51 
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) 
merupakan delik aduan. 
 
Pasal 52 
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 
merupakan delik aduan. 
 
Pasal 53 
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang 
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. 
 
BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal  54 
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan 
menurut ketentuan  hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain 
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dalam Undang-undang ini. 
 
Pasal  55 
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja 
sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai 
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
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BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 56 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
 
    Disahkan di Jakarta 
    pada tanggal 22 September 2004 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  22 September 2004 
 
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
             ttd. 
BAMBANG KESOWO 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2004 NOMOR 95 
 
PENJELASAN 
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23   TAHUN  2004 
TENTANG 
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
 
 
I. UMUM 
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, 
tenteram, dan damai merupakan dambaan  setiap orang dalam rumah 
tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa  dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang 
dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus 
ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah 
tangga. 
Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat 
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama 
kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup 
rumah tangga tersebut.  
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika 
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya 
dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul 
ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam 
lingkup rumah tangga tersebut. 
Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku 
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kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib 
melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai 
dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk 
kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah 
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.   
Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  beserta 
perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang 
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh  kesempatan dan manfaat  yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 
 Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan 
secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada 
kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang 
memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan 
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan 
dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut  diperlukan karena 
undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 
pengaturan tentang  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum 
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai 
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penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu 
diberikan nafkah dan kehidupan. 
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-
undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang   Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),  dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan 
perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga, juga mengatur  secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam 
rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan 
tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal 
kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja 
sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi 
korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan 
rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan 
rumah tangga. 
Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, 
Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan 
perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, 
menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang 
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.   
Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang 
diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan 
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berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan 
penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak 
kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap 
martabat kemanusiaan.  
 
II.  PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 
 Pasal 2 
Ayat (1) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan  anak dalam ketentuan ini 
adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” 
dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, 
ipar, dan besan. 
Huruf c.  
Cukup jelas. 
  
           Ayat (2)  
   Cukup jelas. 
 
Pasal 3 
Huruf a 
 Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu 
keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati 
status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk 
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mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya 
bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara 
proporsional. 
Huruf c.  
Cukup jelas. 
  Huruf d 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
 
Pasal 8 
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini 
adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan 
seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar 
dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan 
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
 
Pasal 9 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 10 
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga 
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atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah 
kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-
lembaga bantuan hukum. 
  Huruf b  
   Cukup jelas 
  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 
Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang 
yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan 
sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau 
pengalaman praktik di bidang pekerjaan 
sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh 
pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan 
sosial. 
  Huruf e 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
 Cukup jelas. 
 
 
Pasal 13 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap 
orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 
serta memiliki pengetahuan  dan/atau keterampilan 
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melalui pendidikan di bidang kesehatan  yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 
kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah sebagai wujud peran 
serta masyarakat. 
 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
 
Pasal 17 
Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan 
ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan 
konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan  dan pemulihan 
diri korban kekerasan. 
 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
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Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
 
Pasal 22 
 Ayat (1) 
   Huruf a 
Cukup jelas. 
           Huruf b  
    Cukup jelas 
           Huruf c 
Yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam 
ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang 
digunakan untuk memberikan perlindungan 
terhadap korban sesuai dengan standar  yang 
ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen 
Sosial. 
Yang dimaksud dengan “tempat  tinggal alternatif” 
dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal  korban 
yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan 
dan/atau dijauhkan dari pelaku. 
 
Huruf d 
  Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas 
 
Pasal 23 
Cukup jelas 
 
Pasal 24  
   
 
28 
  
Cukup jelas. 
 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 28 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
 
Pasal 30 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam 
ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat 
terancam jiwanya. 
 
Pasal 31 
Ayat (1) 
Huruf a  
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Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan 
ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan 
memasuki tempat tinggal bersama, larangan 
membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi  
korban.  
   Huruf b 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
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Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43  
Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
Cukup jelas. 
 
   
 
31 
  
Pasal 50 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah 
lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling 
layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, 
kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian 
memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu 
tertentu. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan 
kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan 
maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan 
menjaga keutuhan rumah tangga 
 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
Pasal 54 
Cukup jelas. 
Pasal 55 
Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual  yang 
dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. 
Pasal 56 
Cukup jelas 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4419 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  35  TAHUN 2014 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 
kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk 
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak 
asasi manusia; 
b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran 
strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib 
dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak 
manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran 
hak asasi manusia; 
d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan 
terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak; 
  
  
  
  
Mengingat  : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat 
(2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK. 
 
 Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah 
sebagai berikut: 
 
 
 1.  Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan 
angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan 
ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 
1 berbunyi sebagai berikut: 
 
  Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1.      Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.  
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat . . . 
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dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
3.  Keluarga adalah unit terkecil dalam 
masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau 
suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, 
atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah 
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai 
dengan derajat ketiga. 
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, 
atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau 
ibu angkat. 
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam 
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh 
sebagai Orang Tua terhadap Anak. 
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi 
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, 
spiritual, maupun sosial. 
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang 
memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, 
atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang 
menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 
efektif berdasarkan kesamaan hak. 
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang 
mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki 
potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas 
pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada 
bidang lain. 
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan 
dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, 
Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung 
jawab atas perawatan, pendidikan, dan 
membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan 
Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan 
putusan atau penetapan pengadilan. 
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh 
seseorang atau lembaga untuk diberikan 
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, 
dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah 
Satu . . . 
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satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin 
tumbuh kembang Anak secara wajar. 
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk 
mengasuh, mendidik, memelihara, membina, 
melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai 
dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. 
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia 
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 
Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah. 
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, 
kelompok, dan organisasi sosial dan/atau 
organisasi kemasyarakatan. 
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang 
mempunyai kompetensi profesional dalam 
bidangnya. 
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk 
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam 
situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan 
jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 
membahayakan diri dan jiwa dalam  tumbuh 
kembangnya. 
15a.  Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak 
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum.  
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi. 
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan 
walikota serta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan. 
2. Ketentuan . . . 
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 2.  Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
  Pasal 6 
Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut 
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang 
Tua atau Wali 
 3.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara 
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 
 
  Pasal 9 
(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakat. 
 (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan 
di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan 
Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 
pihak lain. 
(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak 
Penyandang Disabilitas berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki 
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan 
khusus. 
 4.  Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 12 
Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak 
memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan 
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
 5.  Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut: 
      
Pasal 14 ….…. 
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  Pasal 14 
(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang 
Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau 
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik 
bagi Anak dan merupakan pertimbangan 
terakhir. 
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: 
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi 
secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; 
b.  mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, 
pendidikan dan perlindungan untuk proses 
tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya 
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya; 
c.  memperoleh pembiayaan hidup dari kedua 
Orang Tuanya; dan  
d. memperoleh Hak Anak lainnya. 
 6.  Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni 
huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
  Pasal 15 
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan 
dari: 
a.  penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b.  pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c.  pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d.  pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 
Kekerasan; 
e.  pelibatan dalam peperangan; dan 
f.  kejahatan seksual. 
 7.  Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 20 
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, 
Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
Perlindungan Anak 
 
8. Ketentuan . . . 
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 8.  Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  Bagian Kedua 
Kewajiban dan Tanggung Jawab 
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 
 9.  Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 21 
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 
berkewajiban dan bertanggung jawab 
menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 
hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik 
dan/atau mental. 
(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara 
berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan 
menghormati Hak Anak. 
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan 
melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan 
mendukung kebijakan nasional dalam 
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. 
(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat diwujudkan melalui upaya daerah 
membangun kabupaten/kota layak Anak. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan 
kabupaten/kota layak Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan 
Presiden. 
 10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 
diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 22 . . . 
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   Pasal 22 
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 
berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 
dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber 
daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan 
Anak. 
 11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:      
  Pasal 23 
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 
menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 
kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak 
dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain 
yang secara hukum bertanggung jawab terhadap 
Anak. 
(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah 
mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
 12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 24 
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin 
Anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan 
tingkat kecerdasan Anak. 
 13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 25 
(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat 
terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan 
melalui kegiatan peran Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan melibatkan organisasi 
kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. 
 14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
   
 
Bagian Keempat  ... . 
. 
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  Bagian Keempat 
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga 
 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, 
yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 
berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 26 
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk: 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan 
melindungi Anak; 
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan 
kemampuan, bakat, dan minatnya;  
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia 
Anak; dan 
d. memberikan pendidikan karakter dan 
penanaman nilai budi pekerti pada Anak. 
(2) Dalam hal  Orang Tua tidak ada, atau tidak 
diketahui keberadaannya, atau karena suatu 
sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 
berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 27 
(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak 
kelahirannya. 
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam akta kelahiran. 
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat 
keterangan dari orang yang menyaksikan 
dan/atau membantu proses kelahiran. 
(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak 
diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui 
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk 
Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang 
yang ………. 
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yang menemukannya dan dilengkapi berita acara 
pemeriksaan kepolisian. 
 17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 28 
(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh 
instansi yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang administrasi 
kependudukan.  
(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling 
rendah pada tingkat kelurahan/desa. 
(3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterbitkan  paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat 
pembuatan akta kelahiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 
33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 33 
(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak 
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
seseorang atau badan hukum yang memenuhi 
persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari 
Anak yang bersangkutan. 
(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
penetapan pengadilan. 
(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama 
yang dianut Anak. 
(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib 
mengelola harta milik Anak yang bersangkutan 
untuk . . . 
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untuk kepentingan terbaik bagi Anak. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata 
cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 38A 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di 
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) 
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 
39 berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 39 
(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan 
untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan 
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah 
antara Anak yang diangkat dan Orang Tua 
kandungnya. 
(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, 
dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak. 
(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan 
agama yang dianut oleh calon Anak Angkat. 
(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing 
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 
(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, 
orang yang akan mengangkat Anak tersebut 
harus menyertakan identitas Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). 
(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama 
Anak… . . . 
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Anak disesuaikan dengan agama mayoritas 
penduduk setempat. 
 21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 41 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan  Masyarakat 
melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengangkatan Anak. 
 22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 41A 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan 
pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 
berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 43 
(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan 
lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak 
dalam memeluk agamanya. 
(2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan 
ajaran agama bagi Anak. 
 24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi 
sebagai berikut: 
  Pasal 44 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan 
upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak 
agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan 
yang optimal sejak dalam kandungan. 
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya 
kesehatan secara komprehensif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran 
serta Masyarakat. 
(3) Upaya . . . 
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(3) Upaya kesehatan yang komprehensif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
upaya promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan 
dasar maupun rujukan.  
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga 
yang tidak mampu. 
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah,
sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 45 
(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab 
menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak 
dalam kandungan. 
(2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak 
mampu melaksanakan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya. 
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
  Pasal 45A 
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak 
yang masih dalam kandungan, kecuali dengan  alasan 
dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
  Pasal 45B 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan 
Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan 
yang mengganggu kesehatan dan tumbuh 
(kembang . . . 
- 14 - 
kembang Anak. 
(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus 
melakukan aktivitas yang melindungi Anak. 
 27. Ketentuan Pasal 46  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
  Pasal 46 
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan 
Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir 
terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan 
hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. 
 28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:       
  Pasal 47 
(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,  
Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib 
melindungi Anak dari upaya transplantasi organ 
tubuhnya untuk pihak lain. 
(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,  
Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib 
melindungi Anak dari perbuatan: 
a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau 
jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan 
kesehatan Anak; 
b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; 
dan 
c. penelitian kesehatan yang menggunakan 
Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin 
Orang Tua dan tidak mengutamakan 
kepentingan yang terbaik bagi Anak. 
 29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 48 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan pendidikan dasar minimal  9 
(sembilan) tahun untuk semua Anak. 
 
30. Ketentuan . . . 
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 30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
  Pasal 49 
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan 
Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. 
 31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 51 
Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan 
dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan 
inklusif dan/atau pendidikan khusus. 
 32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 53 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung 
jawab untuk memberikan biaya pendidikan 
dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan 
khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, 
Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal 
di daerah terpencil. 
(2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk pula mendorong Masyarakat untuk 
berperan aktif. 
 33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan 
ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 54 
(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan 
pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari 
tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, 
dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta 
didik, dan/atau pihak lain.  
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, 
aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. 
 34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi
sebagai berikut: 
Pasal 55 . . . 
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  Pasal 55 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan 
rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam 
lembaga maupun di luar lembaga. 
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
lembaga masyarakat. 
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan 
perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah 
dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama 
dengan berbagai pihak yang terkait. 
(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan 
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang sosial. 
 35. Ketentuan Pasal 56  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:      
  Pasal 56 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan 
wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar 
Anak dapat: 
a. berpartisipasi; 
b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir 
sesuai dengan hati nurani dan agamanya; 
c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis 
sesuai dengan tahapan usia dan 
perkembangan Anak; 
d. bebas berserikat dan berkumpul; 
e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, 
berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan 
f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi 
syarat kesehatan dan keselamatan. 
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan dan disesuaikan dengan usia 
Anak . . . 
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Anak, tingkat kemampuan Anak, dan 
lingkungannya agar tidak menghambat dan 
mengganggu perkembangan Anak.        
 36. Ketentuan ayat (2)  Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 
berbunyi sebagai berikut:      
  Pasal 58 
(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat 
penampungan, pemeliharaan, dan perawatan 
Anak Terlantar yang bersangkutan. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga 
yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).        
 37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:       
  Pasal 59 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga 
negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus 
kepada Anak.  
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:  
a. Anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual; 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya; 
f. Anak yang menjadi korban pornografi; 
g. Anak dengan HIV/AIDS;  
h. Anak korban penculikan, penjualan, 
dan/atau perdagangan; 
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 
j. Anak korban kejahatan seksual; 
k. Anak korban jaringan terorisme; 
l. Anak . . . 
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l. Anak Penyandang Disabilitas; 
m. Anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran; 
n. Anak dengan  perilaku sosial  menyimpang; 
dan  
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari 
pelabelan terkait dengan kondisi Orang 
Tuanya. 
 38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan  1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 59A 
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui 
upaya: 
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan 
dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, 
serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan 
lainnya;  
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan 
sampai pemulihan; 
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal 
dari Keluarga tidak mampu; dan 
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada 
setiap proses peradilan. 
 39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:      
  Pasal 60 
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. Anak yang menjadi pengungsi; 
b. Anak korban kerusuhan; 
c. Anak korban bencana alam; dan 
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata. 
 40. Ketentuan Pasal 63 dihapus. 
 41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  
Pasal 64 . . . 
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  Pasal 64 
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan 
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (2) huruf b dilakukan melalui: 
a. perlakuan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya; 
b. pemisahan dari orang dewasa; 
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain 
secara efektif; 
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; 
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, 
atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi 
serta merendahkan martabat dan derajatnya; 
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati 
dan/atau pidana seumur hidup;  
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan 
atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu yang paling singkat; 
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak 
yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang 
yang tertutup untuk umum; 
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. 
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan 
orang yang dipercaya oleh Anak; 
k. pemberian advokasi sosial; 
l. pemberian kehidupan pribadi; 
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak 
Penyandang Disabilitas; 
n. pemberian pendidikan; 
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan 
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
  Pasal 65 
Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok 
minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan 
prasarana dan sarana untuk dapat menikmati 
budayanya . . . 
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budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan 
ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya 
sendiri. 
 43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan  
sehingga berbunyi sebagai berikut:       
  Pasal 66 
Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan 
melalui: 
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual; 
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, 
lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat 
dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak 
secara ekonomi dan/atau seksual. 
 44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
  Pasal 67 
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam 
produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya 
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. 
 45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, 
yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 67A 
Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh 
pornografi dan mencegah akses Anak terhadap 
informasi yang mengandung unsur pornografi. 
  Pasal 67B 
(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi 
korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui 
upaya . . . 
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upaya pembinaan, pendampingan, serta 
pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. 
(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan 
sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
  Pasal 67C 
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g 
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, 
pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. 
 46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
  Pasal 68 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan 
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, 
perawatan, dan rehabilitasi.  
 47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 69 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik 
dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  
ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: 
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang melindungi 
Anak korban tindak Kekerasan; dan 
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
 48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  
  Pasal 69A 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan 
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 
huruf j dilakukan melalui upaya: 
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai 
agama, dan nilai kesusilaan; 
b. rehabilitasi sosial;  
c. pendampingan . . 
. 
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c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan 
sampai pemulihan; dan 
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada 
setiap tingkat pemeriksaan mulai dari 
penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
  Pasal 69B 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan 
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 
(2) huruf k dilakukan melalui upaya: 
a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai 
nasionalisme; 
b. konseling tentang bahaya terorisme; 
c. rehabilitasi sosial; dan  
d. pendampingan sosial. 
 49. Ketentuan Pasal  70 diubah dan huruf b ditambah 
penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 70 
Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang 
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 
2 huruf l dilakukan melalui upaya: 
a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan Hak Anak; 
b. pemenuhan kebutuhan khusus;  
c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk 
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan 
pengembangan individu; dan 
d. pendampingan sosial. 
 50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:   
  Pasal 71 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan 
salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya 
pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, 
rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 
 
51 Di antara . . . 
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 51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) 
pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 
71D sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 71A 
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial 
menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai 
agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, 
dan pendampingan sosial. 
  Pasal 71B 
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban 
stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi 
Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, 
rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 
  Pasal 71C 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus 
bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
  Pasal 71D 
(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf 
d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j  berhak 
mengajukan ke pengadilan berupa hak atas 
restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku 
kejahatan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, 
yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  BAB IXA 
PENDANAAN 
 53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  
  Pasal 71E 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung 
jawab menyediakan dana penyelenggaraan 
Perlindungan Anak . . . 
- 24 - 
Perlindungan Anak. 
(2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 
dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
dan 
c. sumber dana lain yang sah dan tidak 
mengikat. 
(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.    
 54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: 
  Pasal 72 
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan 
Anak, baik secara perseorangan maupun 
kelompok. 
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, 
lembaga perlindungan anak, lembaga 
kesejahteraan sosial,  organisasi 
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media 
massa, dan dunia usaha.  
(3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaran 
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan 
edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan 
perundang-undangan tentang Anak; 
b. memberikan masukan dalam perumusan 
kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; 
c. melaporkan kepada pihak berwenang jika 
terjadi pelanggaran Hak Anak; 
d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial bagi Anak; 
e. melakukan pemantauan, pengawasan dan 
ikut bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan . . . 
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penyelenggaraan Perlindungan Anak;  
f. menyediakan sarana dan prasarana serta 
menciptakan suasana kondusif untuk 
tumbuh kembang Anak; 
g. berperan aktif dengan menghilangkan  
pelabelan negatif terhadap Anak korban 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 59; dan 
h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat 
berpartisipasi dan  menyampaikan pendapat. 
(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara mengambil langkah yang 
diperlukan sesuai tugas,  fungsi, dan 
kewenangan masing-masing untuk membantu 
penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan 
informasi dan materi edukasi yang bermanfaat 
dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, 
dan kesehatan Anak dengan memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi Anak. 
(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan melalui: 
a. kebijakan perusahaan yang berperspektif 
Anak; 
b. produk yang ditujukan untuk Anak harus 
aman bagi Anak; 
c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak 
melalui tanggung jawab sosial perusahaan. 
 55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 73 
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, 
yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
   
BAB XA . . . 
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  BAB XA 
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN 
PELAPORAN 
 57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi  sebagai 
berikut: 
  Pasal 73A 
(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan 
Perlindungan Anak, kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Perlindungan Anak harus melakukan 
koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.  
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 74 
(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas 
pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak 
Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang 
bersifat independen. 
(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat 
membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah 
atau lembaga lainnya yang sejenis untuk 
mendukung pengawasan penyelenggaraan 
Perlindungan Anak di daerah. 
 59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 75 
(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 
(satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang 
anggota. 
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat . . . 
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dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok 
masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan 
Anak. 
(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan 
organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan 
diatur dengan Peraturan Presiden. 
 60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 76 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; 
b. memberikan masukan dan usulan dalam 
perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan 
Perlindungan Anak. 
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai 
Perlindungan Anak; 
d. menerima dan melakukan penelaahan atas 
pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak 
Anak; 
e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak 
Anak; 
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang 
dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; 
dan 
g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang 
adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-
Undang ini. 
 
61.Di antara. . . 
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 61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, 
yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
  BAB XIA 
LARANGAN 
 62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh)
pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, 
Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, 
dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 76A 
Setiap orang dilarang: 
a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang 
mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik 
materiil maupun moril sehingga menghambat 
fungsi sosialnya; atau 
b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas 
secara diskriminatif. 
  Pasal 76B 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi 
perlakuan salah dan penelantaran. 
  Pasal 76C 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan Kekerasan terhadap Anak. 
  Pasal 76D 
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau 
ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
  Pasal 76E 
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau 
ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul. 
  Pasal 76F 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan penculikan, penjualan, dan/atau 
perdagangan Anak. 
Pasal 76G . . . 
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  Pasal 76G 
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk 
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan 
melaksanakan ajaran agamanya dan/atau 
menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan 
akses pembangunan Masyarakat dan budaya. 
  Pasal 76H 
Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak 
untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan 
membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. 
  Pasal 76I 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual terhadap Anak. 
  Pasal 76J 
(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan Anak dalam 
penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi 
narkotika dan/atau psikotropika. 
(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan Anak dalam 
penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi 
alkohol dan zat adiktif lainnya. 
 63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 77 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
  Pasal 77A 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan 
aborsi terhadap Anak yang masih dalam 
kandungan dengan alasan dan tata cara yang 
tidak . . . 
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tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah kejahatan.  
  Pasal 77B 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 80 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua 
juta rupiah).  
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut Orang Tuanya.  
 66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 81 . . . 
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  Pasal 81 
(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 82 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 83 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76F  dipidana dengan pidana 
penjara . . . 
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penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
 69. Di antara Pasal 86  dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 86A 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 87 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 88 
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
 72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
  Pasal 89 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), 
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana . . . 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah) dan denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
     Pasal 91A 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  17  Oktober 2014 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
             
       
                ttd.                                                                                        
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
 
 
Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal  17  Oktober 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
 
   ttd. 
    AMIR SYAMSUDIN 
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PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  35  TAHUN 2014 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 
 
I. UMUM 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar  kelak 
mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, 
setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 
dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk 
itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan 
Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa 
perlakuan diskriminatif. 
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya 
hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan 
pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan  beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.  
Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak 
Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of  The 
Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). 
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan 
Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin 
terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 
Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan 
jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang 
sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga 
dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh 
Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu 
penghormatan,  pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. 
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain 
persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari 
kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, 
Anak . . . 
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Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi 
pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak 
yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik 
bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh 
dan berkembang.  Dalam  pelaksanaanya  Undang-Undang tersebut telah 
sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia 
memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. 
Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum 
dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih 
antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. 
Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah 
satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku 
kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak 
diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan 
Anak. 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi 
pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan 
efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan 
kembali fisik, psikis dan sosial Anak  korban dan/atau Anak pelaku 
kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban 
dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku 
kejahatan yang sama. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Angka 2 
Pasal 6 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada 
Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan 
intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia 
Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa 
pengembangan . . . 
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pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam 
bimbingan Orang Tua atau Walinya. 
Angka 3 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
 
Angka 4 
Pasal 12 
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin 
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Angka 5 
Pasal 14  
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pemisahan”  antara lain pemisahan 
akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak 
menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang 
Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar 
negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau 
dipenjara. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Angka 6 
Pasal 15 
Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat 
langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan 
Anak secara fisik dan psikis. 
Angka 7 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
Angka 8 
Cukup jelas. 
Angka 9 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
Angka 10 
Pasal 22 
Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, 
misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah 
Ibadah . . . 
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ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat 
rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk 
optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan 
Perlindungan Anak yang ada di daerah. 
Angka 11 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
Angka 12 
Pasal 24 
Cukup jelas. 
Angka 13 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
Angka 14 
Cukup jelas. 
 
Angka 15 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
Angka 16 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Angka 17 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
Angka 18 
Pasal 33 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan 
Negeri bagi yang beragama selain Islam. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas.  
 
Angka 19 . . . 
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Angka 19 
Pasal 38A 
Cukup jelas. 
Angka 20 
Pasal 39 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (2a) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (4a) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan 
bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan 
oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau 
kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan 
penelitian yang sungguh-sungguh. 
Angka 21 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
Angka 22 
Pasal 41A 
Cukup jelas. 
 
Angka 23 
Pasal 43 
Cukup jelas. 
Angka 24 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
Angka 25 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Angka 26 
Pasal 45A 
Cukup jelas . . . 
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Cukup jelas. 
  Pasal 45B 
Cukup jelas. 
Angka 27 
Pasal 46 
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan 
menimbulkan kecacatan, misalnya Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), 
Tuberculosis (TBC), kusta, dan polio. 
Angka 28 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
Angka 29 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
Angka 30 
Pasal 49 
Cukup jelas. 
Angka 31 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
Angka 32 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
Angka 33 
Pasal 54 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” 
adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses 
pendidikan. 
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas 
keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas 
kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Angka 34 
Pasal 55 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui 
sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa 
di luar lembaga adalah sistem asuhan 
Keluarga . . . 
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Keluarga/perseorangan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Angka 35 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
Angka 36 
Pasal 58 
Cukup jelas. 
Angka 37 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
Angka 38 
Pasal 59A 
Cukup jelas. 
Angka 39 
Pasal 60 
Cukup jelas. 
Angka 40 
Pasal 63 
Dihapus. 
Angka 41 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
Angka 42 
Pasal 65 
Cukup jelas. 
Angka 43 
Pasal 66 
Yang dimaksud dengan  “dieksploitasi secara ekonomi” adalah 
tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi 
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan 
atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan . . . 
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memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain 
untuk mendapatkan keuntungan materiil. 
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah 
segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ 
tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan 
pencabulan. 
Angka 44 
Pasal 67 
Cukup jelas. 
Angka 45 
Pasal 67A 
Cukup jelas. 
Pasal 67B 
Cukup jelas. 
Pasal 67C 
Cukup jelas. 
Angka 46 
Pasal 68 
Cukup jelas. 
Angka 47 
Pasal 69 
Cukup jelas. 
Angka 48 
Pasal 69A 
Cukup jelas. 
Pasal 69B 
Cukup jelas. 
Angka 49 
Pasal 70 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” 
meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
 
 
Angka 50 . . . 
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Angka 50 
Pasal 71 
Cukup jelas. 
Angka 51 
Pasal 71A 
Cukup jelas. 
Pasal 71B 
Cukup jelas. 
Pasal 71C 
Cukup jelas. 
Pasal 71D 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti 
kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas 
kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban 
atau ahli warisnya. 
Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang 
berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Angka 52 
  Cukup jelas. 
Angka 53 
Pasal 71E 
Cukup jelas. 
Angka 54 
Pasal 72 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah 
penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan 
perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk 
menghindari . . . 
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menghindari labelisasi. 
Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak 
(surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, 
televisi, film, video), media teknologi informasi dan 
komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media 
sosial). 
Ayat (6)  
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang 
berperspektif Anak” antara lain: 
a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan  
b. menyiapkan layanan ruang laktasi. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Angka 55  
 Pasal 73 
 Cukup jelas. 
Angka 56 
  Cukup jelas. 
Angka 57  
 Pasal 73A 
Ayat (1) 
Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli 
terhadap Anak, dan kepolisian. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Angka 58 
Pasal 74 
 Cukup jelas. 
Angka 59 
Pasal 75 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam 
ayat) . . …. 
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ayat ini termasuk tokoh adat. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan 
Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah. 
 Angka 60 
Pasal 76 
 Cukup jelas. 
Angka 61 
Cukup jelas. 
Angka 62 
Pasal 76A 
 Cukup jelas. 
Pasal 76B 
 Cukup jelas. 
Pasal 76C 
 Cukup jelas. 
Pasal 76D 
 Cukup jelas. 
Pasal 76E 
 Cukup jelas. 
Pasal 76F 
 Cukup jelas. 
Pasal 76G 
 Cukup jelas. 
Pasal 76H 
 Cukup jelas 
Pasal 76I 
 Cukup jelas. 
Pasal 76J 
 Cukup jelas. 
Angka 63 
Pasal 77 
 Cukup jelas. 
Angka 64 
Pasal 77A 
 Cukup jelas. 
Pasal 77B 
 Cukup jelas. 
 
Angka 65 . . . 
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Angka 65 
Pasal 80 
 Cukup jelas. 
Angka 66 
Pasal 81 
 Cukup jelas. 
Angka 67 
Pasal 82 
 Cukup jelas. 
 
Angka 68 
Pasal 83 
 Cukup jelas. 
Angka 69 
Pasal 86A 
 Cukup jelas. 
Angka 70 
Pasal 87 
 Cukup jelas. 
Angka 71 
Pasal 88 
 Cukup jelas. 
Angka 72 
Pasal 89 
 Cukup jelas. 
Angka 73 
Pasal 91A 
Cukup jelas. 
Pasal II 
 Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606 
 
 
